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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam

kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia,

dalam ajaran Islam Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu

bermusyawarah dalam setiap urusan kemasyarakatan atau urusan kenegaraan.

Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 menanamkan prinsip adanya

kewajiban bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

menyelenggarakan kekuasaanya untuk selalu berdasarkan musyawarah.1

Tujuanya agar tidak terjadi pemusatan kekuasan (absolut) kepada seseorang

dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merugikan kepentingan umum

atau kepentingan rakyat.

Dalam melaksanakan musyawarah harus dilandasi oleh jiwa

persaudaraan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia dengan tidak

mengutamakan siapa yang menang atau kalah, yang diutamakan ialah hal-hal

yang ma’ruf atau kebaikan atau amar ma’ruf nahi munkar. Demikian pula

dengan prinsip perdamaian. Ajaran Islam dan Rosulullah membawa tugas

pokok untuk mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi

ini, karna itu prinsip perdamaian haruslah selalu dijunjung tinggi dan

diutamakan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia, termasuk dalam

1 SF.Marbun, Peradilan administrasi Negara dan upaya administratif di Indonesia. (Yogyakarta:
Liberty, 1997)  195.
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hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan demikian

penyelesaian sengketa melalui putusan peradilan hanya akan dijadikan sarana

terakhir apabila prinsip musyawarah dan perdamaian telah diupayakan

semaksimal mungkin.2

Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam

penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian

sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah Dong Teungoh yang

artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan sangkepan (artinya rapat).

Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui runggun,

yang artinya bersidang atau berunding. Pada masyarakat Dayak Taman

(Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah

”Lembaga Musyawarah Kombong”.3 Setiap masalah yang muncul hampir

selalu diselesai-kan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke

pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil

kesepakatnnya harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan.4

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai

pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak

tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang

mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak

2 Ibid., 196.
3 Muhammad Syaifullah, “Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di
Pengadilan Agama Jawa Tengah”, 2, ( Oktober 2015), 184.
4 Ibid., 185.
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mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and

Society), Antropologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis

(Business Law).

Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak-pihak yang

mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi

masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari

penyelesaian sengketa di luar sidang yang tidak perlu membutuhkan waktu

yang lama dan biaya yang terlalu mahal.

Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang

buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari

tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selaian memilih

jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri

(eigen richting). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk

penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak).5

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik dengan melalui

mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan. Cara ini dipandang lebih baik

dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious)

karena hal seperti itu tidak memberikan nilai positif bagi mereka bahkan

memberikan dampak buruk, maka dicarilah jalan keluarnya melalui jalan

damai terhadap sengketa ataupun konflik yang ada.

Dalam tradisi Islam, penyelesaian sengketa dengan menggunakan

sistem hakam yang mirip dengan mediasi telah berkembang sejak masa awal

5 Rina Antasari, “Pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan Agama (kajian implementasi
mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang)”, 1, (2013), 148.
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Islam di kalangan masyarakat Mekkah yang pada umumnya adalah

masyarakat pedagang, diantara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai

hakam antara lain Abu Syureich, Sa’id ibn Mu’adz, Zaid ibn Tsabit dan

Jubair ibn Math’am.

Dalam ajaran Islam juga ditemukan berbagai perintah untuk

mendamaikan orang-orang yang sedang bersengketa, dengan demikian

keberadaan lembaga mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa khususnya

di Pengadilan Agama sebagai representasi pelaksanaan Hukum Islam di

Indonesia sangatlah tepat guna mencapai kesepakatan yang mashlahat dalam

penyelesaian sengketa di berbagai bidang kehidupan, Hal ini dimaksudkan

agar umat Islam terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat

memutus tali sillaturrahim dan memperlemah ukhuwah Islamiyah.

Proses peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia sebenarnya

sudah cukup standart, hanya saja dalam pelaksanaanya (Ius operatum) masih

bergantung pada struktur hukum yang kualitas dan kemampuanya terbatas,

sehingga proses beracara yang seharusnya cepat dan sederhana lagi murah

tidak bisa terwujud dan justru menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu

dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan proses beracara dalam

peradilan di Indonesia harus dilihat dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang

tidak bisa dianalisis satu-persatu secara terpisah, melainkan harus dikaji

sebagai satu-kesatuan secara integral.6

6 Zulkarnain, Praktik peradilan pidana “Panduan praktis memahami peradilan pidana”. (Malang:
Setara Press, 2013) 7.
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Perceraian merupakan salah satu kasus sengketa perdata yang ada di

pengadilan agama Jember, dan pada tiga tahun terakhir di Kabupaten jember

terdapat kasus perceraian yang sudah di putuskan, pada tahun 2013 angka

perceraian di Jember mencapai 8.400 kasus.7 Dan selama tahun 2015, angka

perceraian di Kabupaten Jember mencapai 6.108 kasus. Angka ini menurun

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2014 yang mencapai

7.544 perkara yang telah disidangkan dan di tahun 2016 ada 5462.8

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kasus

perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember rata-rata lanjut

sampai tingkat putusan hakim, padahal pada Perma No.1 tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di pengadilan, di jelaskan bahwasanya setiap kasus sengketa

yang masuk ke pengadilan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Semua problem implementasi ini bermuara pada keberhasilan dan kegagalan

mediasi di pengadilan agama yang ditunjukkan dengan perolehan angka

keberhasilan mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau

seluruh permasalahan yang disengketakan. Pada sistem pengadilan yang ada

di Indonesia mewajibkan  proses mediasi  tersebut.

7

http://beritajatim.com/peristiwa/198491/jember_masih_tiga_besar_kasus_perceraian_nasional.htm
l. (1 Desember 2016).
8 http://www.jembertimes.com/baca/132153/20160102/092744/selama-2015-6108-pasangan-di-
jember-bercerai/. (1 Desember 2016).
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Pada Perma No. 1 Tahun 2016 yang merupakan penyempurnaan dari

Perma No. 1 tahun 2008. Perma No. 1 tahun 2016 ini dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disini seseorang yang berperkara di

Pengadilan agama di wajibkan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum

lanjut di persidangan selanjutnya, dalam Perma ini mediasi harus di lakukan

di dalam lingkungan Pengadilan atau diluar, tetapi kembali lagi apakah bisa

maksimal jika mediasi dilakukan disini.

Tapi di sisi lain Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa setiap perkara harus

dimediasi terlebih dahulu dan tempatnya tidak di lingkungan pengadilan tapi

melainkan di luar pengadilan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.9

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan

Negeri.10

Undang-undang tersebut bukan sebagai patokan tetapi peneliti ingin

mencari sbuah gambaran yang sesuai atau hampir sama dengan prosedur

mediasi, disini peneliti ingin mengkritisi dasar konsepsi yang di muat dalam

Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga dapat menerapkan secara

9 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Pasal
1 ayat (1).
10 Ibid., Pasal 6 ayat (1).
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yurisdiksi dengan memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam

peraturan tersebut.

Dalam pasal ini sudah di jelaskan bahwasanya ketika ada itikad baik

untuk menyelesaikan sebuah sengketa maka para pihak tidak harus

menyelesaikan perkara dengan jalur pengadilan atau litigasi, tapi melainkan

dengan menggunakan jalur mediasi yang dilakukan diluar pengadilan yaitu

Non litigasi.

Maka dari itu peneliti melihat ada sebuah Inkonsistensi yang terjadi

pada peraturan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia, dimana sebuah aturan ini wajib dilaksanakan oleh

seluruh Pengadilan termasuk Pengadilan Agama, maka dari itu peneliti

melihat perlu adanya penelitian yang dapat melihat dari berbagai sudut

pandang untuk mengetahui konsep Peraturan Mahkamah Agung atau yang

sering disebut Perma ini yang menjadi sebuah peraturan yang bisa dijadikan

sebuah dasar atau patokan utama.

Ada sebuah Undang-undang No.30 tahun 1999 memerintahkan bahwa

mediasi harus dilakukan diluar pengadilan dengan mengesampingkan jalur

litigasi, namun PERMA No.1 tahun 2016 mengharuskan setiap mediasi harus

dilakukan didalam maupun diluar pengadilan. Dari sini peneliti melihat

konflik tersebut, dan peneliti juga akan melihat dari sisi keberhasilan yang

dilakukan di Pengadilan Agama Jember terhadap sengketa perceraian dengan

jalur mediasi, sehingga peneliti mengangkat judul PENERAPAN MEDIASI
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BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP

SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan sistem mediasi dalam Perma No.1 tahun 2016 di

Pengadilan Agama Jember?

2. Bagaimana Problematika penerapan sistem mediasi dalam penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama Jember?

3. Bagaimana Dampak mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan

Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju

dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian harus mengacu pada

masalah-masalah yang di rumuskan sebelumnya.11

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan sistem mediasi dalam Perma No.1 tahun

2016 di Pengadilan Agama Jember

2. Untuk memahami dan menelaah Problematika penerapan sistem mediasi

dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember

3. Untuk mengetahui dampak mediasi terhadap sengketa perceraian di

Pengadilan Agama Jember

11 Institut Agama Islam Negri Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember: IAIN Jember
Pers 2016), 73.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi

terkait, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus

realistis.12

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, maka akan ada manfaat yang

dapat diperoleh, di antaranya :

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran guna untuk memperbarui kajian keilmuan

yang lebih baik lagi mengenai Inkonsistensi Perma No.1 tahun 2016

tentang mediasi di Pengadilan Agama.

2. Manfaat praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk

munculnya peraturan-peraturan baru atau sebagai prodak hukum yang

lebih baik tanpa timbulnya inkonsistensi.

b. Bagi almamater Institut Agama Islam Negri Jember penelitian ini bisa

jadi sebuah literatur yang bisa di jadikan refrensi atau rujukan dalam

menambah wawasan keilmuan hukum secara empiris untuk para

Bapak atau Ibu Dosen dalam mengajar maupun untuk para

mahasiswa.

12 Ibid, 73.
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E. Definisi Istilah

Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting

yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya

agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana

dimaksud oleh peneliti.

1. Penerapan

Adalah proses atau cara pelaksanaan. Dengan pengertian tersebut maka

peneliti ingin menggambarkan bahwasanya bagaimana pelaksanaan atau

proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jember.

2. Sistem

Sistem adalah sekelompok dari pendapat peristiwa, kepercayaan dan

sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, atau metode yang teratur

untuk melakukan sesuatu.13

3. Mediasi

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa antara para

pihak. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaikan sengketa antara para pihak.

4. Problematika

Problematika yaitu mengandung masalah.14 Dalam hal ini peneliti ingin

menjelaskan bahwasanya ada sebuah permasalahan yang terjadi antara

13 Desy Anwar, Kamus lengkap bahasa Indonesia terbaru, (Surabaya: Amelia, 2015), 446.
14 Ibid., 181.
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Perma yang mengatur mediasi di lingkungan pengadilan terhadap

penyelesaian perkara perceraian yang ada di pengadilan Agama Jember.

5. Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,

pertengkaran, perbantahan. Atau berselisih faham.15 Disini peneliti ingin

menjelaskan tentang sengketa yang terjadi terhadap kasus perceraian.

F. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan rujukan yang telah di

keluarkan oleh pihak kampus yaitu, tehnik penulisan yang ada pada buku

“Pedoman Karya Ilmiah” tahun 2016 Institut Agama Islam Negri Jember,

agar tehnik penulisan dalam penelitian ini dapat memenuhi persyaratan

penulisan yang baik dalam sebuah karya ilmiah.

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan merupakan sebuah

gambaran dan urutan antar bab, yang dirumuskan secara berurutan, dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini.

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima

bab. Pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, data

tabel, yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V.

15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), 1037.
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BAB I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum

mengenai penelitian yang dilaksanakan, pada bab ini dijabarkan menjadi

beberapa bagian dengan rincian seperti: latar belakang yang berisi uraian

singkat tentang dilakukanya penelitian ini serta alasan pemilihan judul.

Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian baik praktis maupun teoritis, definisi istilah, dan yang terakhir

sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup

penelitian tedahulu dan kajian teori yang erat kaitanya dengan masalah

yang diteliti yaitu mengenai Inkonsistensi Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

BAB III  membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh

peneliti terkait  dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan,

bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis

bahan hukum.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri

dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan

penelitian.

BAB V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan

akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari

keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari

penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-
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pihak yang terkait dalam bidang ini sebagai bahan pertimbangan untuk

merumuskan sebuah peraturan atau perundang-undangan yang lebih

maksimal.
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BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Kajian terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah membahas tentang mediasi perlu

dimasukkan didalam penelitian ini, untuk membandingkan titik perbedaan

antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang baru.

Dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas mediasi di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan setelah dikeluarkanya Perma No.1 tahun 2008

tentang prosedur mediasi di pengadilan” oleh Widya Alia, dalam skripsi

ini memiliki rumusan masalah tentang 1) Berapa perbandingan antara

jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara yang berhasil

dimediasi, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh para mediator dalam

menjalankan mediasi, dan 3) Seberapa efektif mediasi yang dilakukan di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga jika dirangkum dalam tabel

perbandingan menjadi sebagai berikut:

No
Nama dan Judul

Skripsi
Persamaan

Perbedaan

1. Widya Alia

“Efektifitas mediasi di

Pengadilan Agama

Jakarta Selatan setelah

Sekripsi ini

sama

membahas

tentang

Peneliti lebih

membahas tentang

penerapan Perma

No.1 tahun 2016,
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dikeluarkanya Perma

No.1 tahun 2008

tentang prosedur

mediasi di

pengadilan”.15

Peraturan

Mahkamah

Agung.

dan peraturan ini

lebih terbaru dari

pada penelitian

tersebut yang

mengangkat Perma

No.1 tahun 2008.

Pada skripsi Nur Hidayat yang berjudul “Efektifitas Mediasi di

Pengadilan Agama Studi implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang

prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bekasi” adapun yang menjadi

rumusan masalah adalah bagaimana praktik atau implementasi mediasi di

Pengadilan Agama setelah Perma No. 1 Tahun 2008, faktor apa yang

mendukung proses mediasi, dan faktor apa yang menjadi penghambat

mediasi dan tercapainya perdamaian. Sedangkan penelitian saya, lebih

memfokuskan pada perkara sengketa perceraian yang dimana sebagai

acuan penelitian saya adalah Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur

mediasi.

NO Nama dan Judul Skripsi Persamaan Perbedaan

1. Nur Hidayat “Efektifitas

Mediasi di Pengadilan

Sekripsi ini juga

membahas tentang

Dalam penelitian ini

peneliti lebih

15 Widya Alia, “Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah dikeluarkanya
Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan”, (Skripsi, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2010).
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Agama Studi implementasi

Perma No.1 tahun 2008

tentang prosedur mediasi di

Pengadilan Agama

Bekasi”.16

Peraturan

Mahkamah Agung

sehingga konteks

pembahasan sama

memfokuskan pada

Perma No.1 tahun 2016

tentang prosedur

mediasi yang dimana

penelitian ini fokus

pada perkara sengketa

perceraian. Sedangkan

penelitian tersebut

tersebut hanya

membahasa

implementasi Perma

yang terjadi di

Pengadilan Agama

Bekasi

Nurul Fitria dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Perma

No.1 tahun 2008 tentang prosedur  mediasi di Pengadilan dalam perkara

perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang)” adapun

yang menjadi rumusan maslah dalam sekripsi ini yaitu bagaimana

Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota

16 Nur Hidayat, “Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama studi implementasi Perma No.1 tahun
2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Agama Bekasi”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2011).
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Semarang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam

pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota

Semarang, disini ada sedikit kesamaan namun ada pula perbedaan yang

menonjol dari penelitian saya yakni tentang Perma yang terbaru yaitu

Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan juga tempat yang

dimana saya mengambil di Pengadilan Agama Jember.

NO Nama dan Judul

Skripsi

Persamaan Perbedaan

1 Nurul fitriana

“Implementasi Perma

No.1 tahun 2008 tentang

prosedur  mediasi di

Pengadilan dalam

perkara perceraian (studi

kasus di Pengadilan

Agama Kota

Semarang)”.17

Sekripsi ini

juga

membahas

tentang

Peraturan

Mahkamah

Agung

sehingga

konteks

pembahasan

yang sama.

Dalam penelitian

ini peneliti lebih

menitik beratkan

pada Perma No.1

tahun 2016 tentang

prosedur mediasi .

17 Nurul fitriana, “Implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur  mediasi di Pengadilan
dalam perkara perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang”, (Skripsi, IAIN Wali
Songo, Semarang, 2011).
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B. Kajian teoritis tentang mediasi dan Perceraian

1. Tinjaun teori tentang Mediasi

a) Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi

arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator

atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian

mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses

penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak

atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

adalah pihak- pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut

tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan

apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi

pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan

mediasi.18 Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa

melalui jalur mediasi dilakukan secara bersa-sama oleh pihak yang

bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat

mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan

18 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011), 5.
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para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai

suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam konsep Islam Mediasi dikenal dengan istilah

Shulhu/Ishlah, beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir

sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah

dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan

yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri

suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang

berakhir dengan perdamaian.19 Dalam hukum Islam dimensi perdata

mengandung hak manusia (haqqul ‘ibad) yang dapat dipertahankan

melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

Dalam tradisi keislaman, terdapat beberapa istilah yang

digunakan untuk mendiskripsikan perdamaian, diantaranya Sulh yang

bermakna Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi. Tahkim bermakna

Arbitrase. Kata Sulhu cenderung bermakna luas dibandingkan dengan

Tahkim meskipun pada beberapa kajian kedua kata tersebut saling

mengisi.

Sulh dalam sejarah Timur Tengah telah hadir ribuan tahun silam.

Sulh menjadi sebuah lembaga dalam sebuah suku atau antara suku.20

Permasalahan keluarga maupun niaga yang dihadapi oleh berbagai

19 Rina Antasari, Pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan Agama, 150.
20 M Hatta Ali dkk, “Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No.372 November 2016”,
Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), Jakarta Pusat, 2016), 25.
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individu dengan sendirinya menjadi permasalahan kemasyarakatan

yang harus diselesaikan oleh lembaga Sulhu. Pada akhirnya Sulhu

menjadi kunci dari seluruh jenis perdamaian, Sulhu tidak hanya

dilakukan oleh seorang Arbitrator, tetapi juga dapat dilakukan oleh

Hakim.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat

ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.21 Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak

memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.22

Di tinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa

inggris mediation yang berarti perantara, sedangkan dalam bahasa

belanda disebut medio artinya pertengahan. Selanjutnya pada asasnya,

mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas yaitu

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga diluar

sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan. Yang

dilaksanakan diluar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase, dan

lainya. Sedangkan yang dilaksanakan didalam sistem peradilan

21 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 1
butir 1.
22 Ibid, Pasal 1(2).
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dikenal dengan Court Annexsed Mediation atau juga disebut Court

Annexed Dispute Resolution.

Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut: (a)

adanya proses atau metode, (b) terdapat para pihak yang berlawanan

atau perwakilanya, (c) dengan dibantu pihak ketiga, yaitu disebut

mediator, (d) berusaha melalui diskusi dan perundingan untuk

mendapatkan keputusan yang dapat disetujui para pihak.23 Secara

singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan

keputusan dengan bantuan pihak tertentu.

Kelebihan mediasi menurut Maria S.W. Sumardjono Cs yaitu,

yang pertama hemat waktu, biaya, tenaga, dan fikiran, yang kedua

mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan

kedudukan dan upaya  penentuan hasil akhir dicapai menurut

kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan, dan yang ketiga,

solusi yang dihasilkan bermuara pada win-win solution.24

b) Tujuan dan manfaat mediasi

Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan penerapan

mediasi di pengadilan antara lain adalah Court Based

Mediation(CBM) atau Court Connected Mediation atau Alternative

Dispute Resolution. Ketiga istilah tersebut pada intinya adalah sama,

23 Edi As’adi, Hukum acara perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta:
Graha ilmu, 2012), 3.
24 Ibid., 4.
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yaitu penerapan mediasi pada proses acara di pengadilan. Dalam

bagian ini istilah yang digunakan adalah CBM. Institusionalisasi CBM

di Indonesia termasuk yang paling terbelakang dibanding Singapura,

Thailand, dan Filipina.25

Ada beberapa fungsi dan alasan mengapa CBM itu penting,

yaitu:

a. CBM dapat mencegah penumpukan perkara apabila dilakukan dengan

baik.

b. Litigasi menyita waktu yang lebih panjang, sehingga merugikan para

pencari keadilan serta merugikan pengadilan. Karena semakin panjang

perkara maka biaya yang dikeluarkan pengadilan lebih banyak.

c. CBM adalah wadah membangun solusi yang didasarkan pada

kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa.

Kalau litigasi keputusan akan zero sum atau win lose, sedangkan CBM

dalam meraih peluang win-win besar sekali.

d. Mendorong social harmony atau membangun rasa sosial yang sehat.

Hal ini penting secara psikologis.

c) Proses mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat

keseragaman dan pedoman yang baku diantara para sarjana dan

praktisi mediasi. Pada umumnya para sarjana dan praktisi mediasi

25 Nurnaningsih Amriani, Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan,
(Jakarta: Rajawali pres, 2011), 31.
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mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman

mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa

pendapat mengenai proses mediasi

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis

hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan

menyetujui dengan sukarela untuk mengahiri perselisihan yang

sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang

dari  kedua belah pihak.26 Ada beberapa tahapan mediasi secara

umum, yaitu:

1. Tahap pendahuluan (Preliminari)

a) Dibutuhkan suatu proses pemahaman yang cukup sebelum

proses mediasi dimulai misalnya: apa yang menjadi sengketa?

b) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi,

identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

2. Sambutan mediator

a) Menerangkan urutan kejadian.

b) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.

c) Menerangkan peran mediator dan para pihak.

26 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan hukum acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2014), 150.
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d) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang

berwenang untuk mengambil keputusan.

e) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.

f) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan

dan menunjukkan kendali atas proses.

g) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

h) Presentasi para pihak

i) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan

permasalahanya kepada mediator secara bergantian.

j) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan

kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi

kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak

lainya secara langsung.

k) Identifikasi27 hal-hal yang sudah disepakati

l) Salah satu peran yang p enting bagi mediator adalah

mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak

sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi28.

3) Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

a) Mediator perlu membuat struktur  dalam pertemuan mediasi yang

meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan

27 Identifikasi adalah penentu atau penetapan salah satu bagian dalam mediasi dimana peran
mediator dituntut untuk bisa melakukan pemetaan masalah-masalah yang sudah disepakati guna
melanjutkan perkara tersebut kedalam tahap negosiasi. (Dessy Anwar, 2015, 174).
28 Negosiasi merupakan proses tawar-menawar kesepahaman antara dua pihak yang bersengketa
untuk menemukan jalan keluar. (Charlie Rudyat, tt., 314).
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sedang berkembang dikonsultasikan dengan para pihak sehingga

tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.

b) Negosiasi dan pembuatan keputusan

c) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi

terbesar.

d) Dalam model klasik (directing the traffic), mediator berperan

untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman,reframe

dan meringkas, dan sekali-kali menginterfensikan membantu

proses komunikasi.

e) Pada model yang lain (driving the bus), mediator mengatur arah

pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para

pihak dan wakilnya.

f) Pertemuan terpisah

g) Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan

dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.

h) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi

bilamana ditemui jalan buntu.

i) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.

j) Untuk menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat

para pihak pada join sessions.

k) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang dicapai dalam

proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai

kesepakatan.
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l) Pembuatan keputusan akhir.

m) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi

akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.

n) Mediator berperan untuk memastikan bahwa permasalahan telah

dibahas dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

o) Mencatat keputusan.

p) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam

tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak

mediasi.

q) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang

ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh

pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.

r) Pada kasus lainya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final

dapat langsung.

s) Kata penutup

t) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum

mengakhiri mediasi.

u) Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak

atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa

hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta

mengigatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa

mendatang.

v) Mengakhiri mediasi secara formal.
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d) Aspek yuridis mediasi

Secara umum makna mediasi yang juga dikenal dengan

perdamaian didalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, adalah suatu

kondisi akhir penyelesaian suatu konflik atau sengketa perkara yang

disitu tidak terdapat penggunaan paksaan atau hukuman.29 Menurut

Hans Kelsen dalam pendapatnya mengemukakan bahwa, hukum

hanya memberikan perdamaian relatif bukan absolut, karena hukum

mencabut hak para individu untuk menggunakan paksaan, tetapi

menyerahkanya kepada masyarakat.

Perdamaian hukum bukan suatu kondisi dari ketiadaan paksaan

mutlak, suatu keadaan anarkis. Namun perdamaian hukum adalah

suatu kondisi monopoli paksaan, karena pada dasarnya hukum adalah

suatu tatanan yang melarang penggunaan paksaan pada umumnya

dalam arti lebih mengutamakan perdamaian dalam setiap penyelesaian

konflik kepentingan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu saja dan

untuk individu tertentu saja (alat negara penegak hukum. Pen) yang

dibolehkan menggunakan paksaan sebagai sanksi.

Sementara itu menurut hegel adalah hubungan timbal balik

antara fenomena-fenomena atau suatu hal baru yang dapat

didefinisikan sebagai hal konkrit jika ia bisa dihubungkan dengan hal-

hal lain, yang secara hukum mediasi mengandung pengertian

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai

29 Edi As’adi, “Hukum acara perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia”, 68.
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penasihat yaitu disebut mediator atau perantara antara setimulus

dengan respon, misalnya pikiran, dorongan, motifasi dan keyakinan.

Secara garis besar setiap orang dalam sengketa atau konflik

dapat diselesaikan dengan dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi.

Selanjutnya pada jalur litigasi inilah dimulainya perjalanan hukum

acara perdata yaitu diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan

yang berweang, yang selanjutnya akan dibahas secara khusus tentang

tahapan hukum acara perdata. Pada kesempatan ini peneliti hanya

membatasi pada masalah mediasi atau perdamaian secara umum.

Mediasi atau perdamaian pada dasarnya lembaga terpisah dari

hukum acara perdata, namun demikian secara yuridis normatif

mediasi ini pada prinsipnya tidak merupakansuatu lembaga sisipan,

tetapi mediasi mutlak harus diadakan (condicio sine qua none) demi

sah tidaknya putusan hakim dikemudian hari bilamana mediasi

mengalami kegagalan.

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat

pada aturan-aturan sebagai berikut:30

a. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga

perdamaian. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang

berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

b. SEMA No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga

perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

30 Shinta Dewi Rismawati dkk, “Pemaknaan hakim terhadap mediasi perkara perdata di pengadilan
negri Pekalongan”, Hakim dan Mediasi, 2, (November, 2012), 253.
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c. PERMA No.1 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

d. PERMA No.2 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

e. PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

f. Mediasi atau APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-

undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Oleh karenanya sudah menjadi suatu keharusan dalam

ketentuan pasal 130 HIR (RIB) menegaskan agar mediasi selalu

diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan. Dalam

agenda mediasi  ini selain sikap netral yang objektif serta mendengar

para pihak dari seorang hakim (audi et eltram parterm) sebagia

mediator (ex officio) juga diperlukan peran serta aktif hakim yang

ditunjuk sebagai , pengecualian (lex specialist) terhadap asas hakim

bersifat menunggu.

Dalam perkara perdata sangat dimungkinkan  terjadinya

perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara itu digelar

maupun saat berjalanya proses persidangan. Selain dasar hukum

mediasi atau perdamaian yang tersebut diatas pasal 130 HIR/pasal

154 Rbg sebagai landasan fundamental, juga ada aturan pada tataran

praksisnya yaitu PERMA No.2 tahun 2003 dan sebagaimana

dievaluasi dengan PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi

di pengadilan, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke
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pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaian melalui

perdamaian dengan bantuan mediator.

Untuk lebih jelas dapat dicermati dari bunyi selengkapnya

pasal 130 dan pasal 131 HIR sebagai dasar hukum tata cara mediasi

dalam kaitanya dengan hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut:31

e. Pasal 130

1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak (penggugat

dan tergugat. Pen) datang menghadap majelis hakim case a quo, maka

pengadilan negri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai

perdamaian antara keduabelah pihak yang bersengketa secara Legal

Stanndy.

2) Jika dapat dicapai perdamaian (ADR mediasi. pen) sedemikian. Maka

dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana

keduabelah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah

dicapai itu, akte mana (akta perdamaian/ADR/mediasi. pen)

mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang

sama sebagai suatu putusan biasa.

3) Terhadap putusan yang demikian tidak dapat dimintakan banding.

4) Jika dalam usaha mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan

seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal

berikut ini.

31 Sarwono, Hukum acara perdata teori dan praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.
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Berdasarkan kalimat yang berbunyi “akte mana mempunyai kekuatan

yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu

putusan biasa”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil mediasi

ADR adalah merupakan bagian sidang majelis hakim dalam hukum

acara perdata pada umumnya.

f. Pasal 131

1) Jika kedua belah pihak telah datang menghadap akantetapi tidak bisa

di damaikan (halmana harus dicantumkan dalam berita acara

persidangan) maka dibacakanlah surat-surat yang telah diajukan oleh

pihak-pihak dan bilamana diantara para pihak itu yang tidak

menguasai bahasa yang digunakan dalam surat-surat itu. Maka isinya

diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua peradilan

umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara kedalam

bahasa dari pihak tersebut.

Pada prinsipnya penyelesaian konflik atau perkara melalui

mediasi ini sudah menjadi trend dunia yang memiliki nilai positif bagi

para pihak yang berperkara.

Sementara itu rumusan pasal 1 butir 10 Undang-undang No.30

tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa,

menyatakan bahwa, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga

penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak,

yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli. Mengigat bahwa kelebihan mediasi
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merupakan hasil dari musyawarah mufakat pada dasarnya adalah

kultur asli Indonesia.

2. Tinjauan Teori Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki

dan perempuan perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut furqah

jamaknya furaq; furaqassawaj berarti putusnya ikatan perkawinan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU

Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau talak. Untuk maksud

perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya

hubungan perkawinan.32 Penggunaan istil ah rusaknya hubungan

perkawinan harus dilakukan hati-hati, karena digunakan kata ba’in,

yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi

kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau

gugatan perceraian, talak tebus, atau khuluk, zihar, ilak, li’an, dan

sebab-sebab lainnya. Talak adalah suatu sistem perceraian perkawinan

yang dilakukan karena ada faktor yang memerlukan atau karena

darurat.

Talak terambil dari kata Ithlaq yang menurut bahasa artinya

melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu

melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

32 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
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Menurut Al-Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau

mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata

tertentu, sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah

melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. 33

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan

sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal

bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak

talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan

dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.

b. Dasar Hukum Perceraian

Pada masa sebelum agama Islam lahir, perceraian dalam

kalangan orang Arab Jahiliyah mudah dan sering kali terjadi. Para

suami menceraikan istrinya dengan melakukan thalaq dan rujuk di

dalam iddah yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, begitu

dengan mudah ia melakukan thalaq. Tetapi begitu marahnya hilang

begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi.

Perbuatan ini dilakukannya tanpa kenal batas, bahkan jika ia ingin

menyakiti istrinya,setiap hampir habis iddahnya suami melakukan

rujuk kembali, kemudian melakukan thalaq kembali, dan setiap

33 Abu Malik kamal, Fikih sunnah Wanita. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.
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hampir habis ‘iddahnya, suami melakukan rujuk kembali.34 Begitulah

perbuatan suami terhadap istrinya terus-menerus tanpa ada batasnya.

Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam

‘iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

              

             

               

            

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. 35

Apabila suami telah melakukan thalaq kali ketiga, maka

habislah hak thalaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk

rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan

34 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 27.
35 Al-Qur’an, 2: 229.
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suami yang lain (bukan nikah muhallil) dan telah disempurnakan

kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaq pula oleh suami yang

lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama

untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan

baru, sebagaimana firman Allah:

                 

                 

  

”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),

Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. 36

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan

'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan

pembayaran yang disebut 'iwadh.

36 Ibid., 2:230.
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Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat

yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi

dipertahankan. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-

usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan

adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum

positif diatur dalam:37

1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab

VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari

Pasal 38 sampai Pasal 41.

2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara

Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan

tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan

tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang

Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65

sampai dengan Pasal 91.

4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang

diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab

XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI

ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian.

37 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 15.
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Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian

sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian.

Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114

sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan

dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

c. Penyebab Perceraian

Di dalam pasal 38, Undang-undang Perkawinan No.1 tahun

1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan

terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas

keputusan Pengadilan.38 Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan

sendirinya perkawinan terputus. Lain halnya dengan terputusnya

perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali

undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan

diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk

kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Udang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa

untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa

antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut

perceraian tercantum dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

38 Tim Megah, Kompilasi Hukum Islam, (t.tp,Permata Press, tt), 77.
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Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-

faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu

obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk

disembuhkan

2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau

hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan terhadap pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

suami/istri

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif

faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing

pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat

menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat

meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

38

tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal ta’liq thalaq

dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak

suami jatuh, yakni:

a) Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan

darat dan tidak memberikan nafkah.

b) Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan

laut dan tidak memberikan nafkah.

c) Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali suatu kata

kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai

seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya.

d) Kalau suami memukul istri sampai berbekas.

d. Dampak konflik dalam Perceraian

Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang memiliki arti

saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses

sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu

pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkanya atau

membuatnya tidak berdaya. Menurut chang dalam lubis konflik sosial

tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati,

kebencian, masalah perut, masalah tempat tinggal, masalah rumah tangga

masalah pekerjaan, dan masalah uang namun menurutnya, emosi manusia

sesaatpun bisa menjadi konflik sosial.39

39 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55574/4/Chapter%2011. 28 Februari 2017.
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konflik dalam pernikahan adalah situasi dimana individu-individu

yang saling bergantung mengekpresikan perbedaan diantara mereka dalam

upaya mencapai kebutuhan dan minat masing- masing. Jika masing-

masing individu dalam pasangan merasa ada yang menghalangi keinginan

mereka dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, mereka

cenderung menimbulkan suatu konflik. Selain itu, konflik tersebut juga

dapat terjadi dikarenakan adanya penyesuaian kecocokan dan keintiman

pada pasangan.

Masa awal pernikahan merupakan masa paling berat ketika

pasangan yang baru menikah harus menghadapi berbagai proses

penyesuaian diri terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Proses ini pasti

melibatkan konflik didalamnya, dan melalui proses ini pasangan dapat

mempelajari cara penyelesaian konflik yang efektif, yang dapat

bermanfaat bagi mereka yang menjalani kehidupan pernikahan di masa

yang akan datang.

Dalam menyesuaikan diri dengan pasangan, persamaan atau

perbedaan latar belakang berpengaruh. Latar belakang yang sama dari

pasangan suami istri membuat mereka saling memahami nilai-nilai dan

minat satu sama lain. Sementara   perbedaan   latar   belakang   dan

budaya   antara   keduanya dapat menyebabkan sering timbulnya

kesalah pahaman bahkan rasa tidak percaya pada pasangan. Berbagai

kesalah pahaman yang terjadi diantara pasangan akan mengarah pada

timbulnya konflik dalam hubungan pernikahan.
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Resolusi konflik memiliki dampak terhadap suatu hubungan

pernikahan. Resolusi atau penyelesaian konflik yang efektif berdampak

pada peningkatan keterampilan problem solving, meningkatkan

keterampilan komunikasi, meningkatkan derajat pengenalan dan

pengertian diantara kedua pasangan, meningkatkan rasa percaya diri satu

sama lain, meningkatkan kemampuan adaptasi, meningkatkan kepuasan

dan kebahagiaan pernikahan. Sebaliknya, penyelesaian konflik yang tidak

efektif memberikan dampak negatif yaitu antara lain, meningkatnya

interpersonal distress, menurunnya rasa keberhargaan diri, menurunnya

kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunkan kualitas

pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan

pernikahan, serta dapat menyebabkan perceraian.

Resolusi konflik merupakan cara untuk mencari jalan keluar untuk

mengatasi konflik dan berupaya menghasilkan kesepakatan bersama

menuju perdamaian. Secara teoritik untuk menghasilkan resolusi

konflikada peran ketiga atau mediator yang berupaya untuk membantu

pihak yang berselisih dengan membingkai ulang situasi konflik,

menemukan solusi kreatif, dan diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak

yang terlibat konflik.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak

ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif,

dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktifitas

mereka sehingga lebih efektif dalam proses negosiasi. Kelebihan
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penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian dilakukan oleh

seorang yang benar-benar dipercaya kemampuanya untuk mempertemukan

kepentingan para pihak-pihak yang bersengketa.40

40 Edi As’adi, “Hukum acara perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia”,  29.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode

adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian

juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil

penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi

penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu

pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga

memiliki cirri-ciri terentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum

dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikut pemaparannya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau naturalistik, yaitu

penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa

adanya(naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-

simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik

data yang objektif dan cukup. Kebenaran yang dimaksud adalah

generalisasi yang dapat diterima akal sehat(common sense) manusia,

terutama peneliti sendiri.43

Penelitian kualitatif lebih banyak perhatianya pada pembentukan teori

subtantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.

43 Mundir, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, (Jember: STAIN Press, 2013), 51.
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

menggunakan pendekatan studi kasus(case study) yaitu suatu

penelitiandengan melihat kejadian dan fakta yang sebenarnya yang terjadi

di Pengadilan Agama Jember terhadap sengketa perceraian yang menitik

beratkan pada penerapan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur

mediasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama

Jember, karena Pengadilan Agama Jember sudah Kelas 1A, dimana

Pengadilan yang tingkat kelasnya 1A mempunyai kasus yang sangat

banyak. Dengan demikian maka tingkat sengketa perceraian sangatlah

mendominasi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2016 saja sengketa

perceraian yang sudah di putus ada 5642, dari angka tersebut yang berhasil

di mediasi hanyalah 11 perkara. Maka dari itu peneliti melihat bahwa

sangat menarik kalau meneliti sengketa perceraian dan hasil mediasi yang

terjadi di Kabupaten Jember dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah

Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

3. Subyek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penentuan subyek penelitian

menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu

strategi menentukan informan yang paling umum dalam sebuah penelitian

kualitatif, yaitu menentukan kelompok informan sesuai dengan kriteria

terpilih yang relevan dengan penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan
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metode ini adalah penguasaan informan.44 Disini peneliti ingin mencari

data serta fakta tentang pelaksanaan Perma No.1 tahun 2016 yang terjadi

di Pengadilan Agama Jember.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1) Mediator Pengadilan Agama Jember

2) Hakim Pengadilan Agama Jember

3) Para pihak yang berperkara

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada

tiga macam, yaitu sumber data hukum primer, sumber data hukum

sekunder, dan sumber data hukum tersier, sebagai berikut:

1) Sumber Data Hukum Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung

dari sumber pertama.45 Data Primer diperoleh dari observasi

dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang

diperlukan juga fakta dilapangan dalam penerapan Perma No.1

tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Sumber data hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun

2016 tentang prosedur mediasi dan observasi serta wawancara

yang dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember.

2) Sumber Data Hukum Sekunder

44 Burhan Bungine, Penelitian Kualitatif:komunikasi ekonomi kebijakan publik dan ilmu sosial
lainya, (Jakarta: Kencana, 2011), 107-108.
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara

mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan

sumber data primer46, penelitian atau melalui  orang lain atau

orang kedua serta dokumen-dokumen yang sudah berbentuk

arsip.

Sumber data hukum sekunder yang di gunakan dalam

penelitian ini meliputi berbagai buku hukum, skripsi, tesis,

jurnal ilmiah, artikel hukum, serta literatur yang berhubungan

dengan penelitian ini.

3) Sumber Data Hukum Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan sekunder,47 yang

memberikan penjelasan yang tidak tercantum dalam sumber

data hukum primer dan sumber data hukum sekunder.

Sumber data hukum tersier merupakan kumpulann dari

kamus-kamus dan beberapa refrensi dari internet yang sifatnya

sebagai pelengkap. Dengan adanya sumber data hukum tersier

ini diharapkan bisa membuat penelitian ini sebagai pelengkap

yang bisa membantu proses penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan

sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat

46 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1994), 13.
47 Ibid., 13.
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dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun

komulatif yang saling melengkapi.48 Metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada

objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak disebut data atau

informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap.49 Teknik ini

digunakan untuk melihat kejadian secara langsung dalam mengamati

berlakunya prosedur mediasi yang tertuang dalam Perma No.1 tahun

2016, sehingga mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta waktu

kjadian dan respon yang diberikan oleh para pelaku peristiwa guna

mendukung penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan

mengumpulkan keterangan secara langsung dari informal.50 Teknik ini

dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi kepada informan

untuk bisa menjelaskan dan memberi kesaksian bahwasanya prosedur

48 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan  Penulisan Skripsi Bidang
Agama Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65-66.
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur pendekatan praktik, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 128.
50 Ashofa, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 95.
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mediasi di Pengadilan Agama Jember ini apakah sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan bisa menekan tingkat perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen

tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.51 Teknik ini

digunakan untuk mengulkan dokumen yang dapat dikumpulkan oleh

peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dan terjadi di

Pengadilan Agama Jember terhadap proses yang dilakukan dalam

pelaksanaan mediasi yang berupa gambar dan dokumen-dokumen

pendukung lainya.

5. Analisis Data

Terkait penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan

sosial/empiris dalam hal ini isi Perma No.1 tahun 2016 tantang prosedur

mediasi, dengan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur

yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya peneliti menguraikan dan

memberikan komentar dari hasil singkronisasi dua komponen tersebut.

6. Keabsahan data

Keabasahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak

dilakukan  peneliti untuk memeperoleh keabsahan data-data temuan di

lapangan.

51 M. Djamal, Paradigma penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.
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Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

trianggulasi. Trianggulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai macam cara, dan berbagai waktu.52 Sedangkan untuk

menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan

trianggulasi sumber.

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh  melalui beberapa sumber.53

Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang

lainnya.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang lain.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

52Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014
Cet. Ke 5), 369.
53Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011 Cet.
Ke 29), 330.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Jember

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama

lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh

masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstiusi.” Pengadilan Agama

Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang

tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan

letak georafis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur.

Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
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di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten

Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah

Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56”

Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059’6” sampai

8033’56” Lintang Selatan dan 113016’28” sampai 114003’42” Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km2, dengan

karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan

dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang

terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–

3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah ini berada

pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%),

selebihnya 17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada

ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500

sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih

dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25

meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso

dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas

1.000 meter dpl.54

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km2. Secara

administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan,

yaitu:

54 https://jemberkab.go.id/letak geografis dan topografi/. (02 Mei 2017).
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1. Kecamatan Kaliwates 17. KecamatanSukorambi

2. Kecamatan Sumbersari 18. Kecamatan Ajung

3. Kecamatan Patrang 19. Kecamatan Jenggawah

4. Kecamatan Arjasa 20. Kecamatan Tanggul

5. Kecamatan Jelbuk 21. Kecamatan Semboro

6. Kecamatan Pakusari 22. Kecamatan Sumberbaru

7. Kecamatan Sukowono 23. Kecamatan Bangsalsari

8. Kecamatan Kalisat 24. Kecamatan Kencong

9. Kecamatan Ledokombo 25. Kecamatan Jombang

10. Kecamatan Sumberjambe 26. Kecamatan Umbulsari

11. Kecamatan Mayang 27. Kecamatan Gumukmas

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950

berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan

kantor pertama di Masjid Jami’ (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak

tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor

Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan

Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati

gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m2 tepatnya di jalan

Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan

Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan
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cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang

Kabupaten Jember.55

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember

telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950- 1960

2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970

3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973

4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982

5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992

6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995

7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001

8. Drs. H.Abu Amar, SH. Periode 2001-2004

9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum Periode 2004-2006

10.Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008

11.Drs. Ali Rahmat, SH Periode 2008-2010

12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Periode 2010-2013

13.Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn Periode 2013-2016

14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. Periode 2016 - sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima

55 http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html. (02 mei 2017).
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selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan

Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras

dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas

gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama

Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra

Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi

peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah

agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan

pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari

keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan

pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai

(SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah

upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

2. Visi dan Misi Lembaga

Adapun Visi Pengadilan Agama Jember adalah "Terwujudnya Badan

Peradilan Yang Agung", sedangkan untuk Misi Pengadilan Agama

Jember, sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
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2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

3. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas

dan intergritas moral yang tinggi.

3. Fungsi dan Tujuan Lembaga

a) Fungsi

Pengadilan Agama Jember sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang

dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya di bawah naungan dan

bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban

melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi

dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum garis besar

haluan Negara.

b) Tujuan

Pengadilan Agama Jember sebagai pelaku pelaksana kekuasaan

kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh

kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari

pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diharapkan oleh

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertugas

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan mendasar pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

52

ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Sistem Mediasi dalam Perma No.1 tahun 2016 di

Pengadilan

Didalam penyajian data ini peneliti akan menyajikan hasil

wawancara oleh para hakim, Juru sita, Mediator, dan para pihak. Dengan

di cabutnya Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan di

ganti dengan Perma No.1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk

memperbarui sistem mediasi. agar terwujudnya proses beracara yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa

perdata khususnya di kalangan Peradilan Agama yang mayoritas perkara

yang masuk adalah sengketa perceraian. Oleh sebab itu penelitian ini

bertujuan melihat hasil proses pelaksanaan sistem mediasi yang di

jalankan di Pengadilan Agama Jember.

Mengigat hal diatas pandangan Dwi Wahyu Susilawati selaku hakim

Pengadilan Agama Jember.

Setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Jember
proses pertama kali di sidang pertama yaitu melakukan upaya
perdamaian terlebih dahulu, sebelum melakukan pemeriksaan diharuskan
menempuh jalur perdamaian, ketentuan tersebut sudah di atur dalam
Pasal 130 HIR yang didalamnya disebutkan  bahwa apabila kedua belah
pihak hadir maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah
mengupayakan perdamaian. Namun didalam pasal 130 HIR tidak
dijelaskan secara rinci bagaimana sistem yang harus dilakukan dalam
upaya perdamaian tersebut. Dengan demikian dibuatlah oleh Mahkamah
Agung Perma yang mengatur bagaimana tata cara atau prosedur mediasi
itu harus dilakukan, dan perma tersebut selalu dirubah untuk membuat
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sistem mediasi yang baik sehingga yang terakhir di rubah pada tahun
2016 lalu yang dulunya adalah Perma No.1 Tahun 2008.56

Demikian juga yang disampaikan oleh Dwi Wahyu Susilawati sama

halnya dengan pendapat Zainullah yang mengatakan:

Setiap sidang pertama, pasti yang dilakukan oleh hakim adalah
melakukan upaya perdamaian yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016
itu merupakan bentuk penjabaran pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg
tentang upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh Pengadilan.
Dimana upaya yang di perintahkan dalam HIR dan Rbg belum ada
kejelasan secara prosedural yang mengatur bagaimana proses
pelaksanaan perdamaian itu sendiri, maka dengan adanya Perma tersebut
yang mengatur tentang prosedur mediasi diharapkan mediasi atau upaya
perdamaian bisa menjadi langkah untuk menjadi sebuah alternatif
perdamaian.57

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwasanya hakim Pengadilan

Agama Jember sangat mematuhi hukum acara yang berlaku di Indonesia,

sehingga setiap penyelesaian perkara atau setiap perkara yang masuk di

Pengadilan Agama Jember para hakim konsisten menggunakan hukum

acara untuk menyelesaikan perkara dalam setiap persidangan, begitupun

dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi yang

dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses

perdamaian.

Menurut Karmin selaku hakim Pengadilan Agama Jember yang

mengutarakan tentang ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 :

Ketika seseorang mengajukan gugatan, di sidang pertama hakim itu
pasti menganjurkan  agar para pihak ini harus didamaikan terlebih
dahulu. Dan sebelum melakukan mediasi para pihak harus membuat surat

56 Dwi Wahyu Susilawati, wawancara, Jember, 05 Januari 2017.
57 Zainullah, wawancara, Jember, 05 Januari 2017
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pernyataan bahwasanya mereka wajib menempuh proses mediasi dulu,
dan hakim menjelaskan bahwa ini perintah Perma No.1 tahun 2016
bukan karangan kami selaku hakim.

Menyangkut hal tersebut Agus Widodo selaku Mediator Pengadilan

Agama Jember juga berpendapat bahwasanya :

Jadi pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka
melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan di depan hakim
pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian
dengan di dampingi seorang mediator, baru disinilah peran mediator
untuk melangsungkan mediasi.58

Hasil pendapat diatas menunjukkan bahwa sistem atau prosedur

yang harus dilaksanakan sebelum melakukan mediasi adalah pada saat

sidang pertama para pihak harus membuat pernyataan bahwasanya

mereka mau untuk di damaikan terlebih dahulu, yang dalam hal ini

mengacu pada ketentuan Perma No.1 Tahun 2016.

Dalam pasal 3  ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tidak

menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg

yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka dari itu setiap

perkara perceraian yang masuk pada sidang pertama hakim harus

mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.

Tujuan di buatnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Tentang prosedur mediasi adalah sebagai alternatif penyelesaian perkara

dengan jalan damai, peraturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat

yang mempunyai masalah sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan.

58 Agus Widodo, wawancara, Jember, 07 Januari 2017.
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Dengan ini peneliti mewawancarai beberapa orang yang telah melakukan

proses mediasi di Pengadilan Agama Jember yaitu Bapak Sucipto dari

Desa Kertosari Kecamatan Pakusari, menurutnya:

Waktu istri saya mengajukan cerai ke pengadilan yang saya tau saya
sidang untuk di tanya-tanya tentang masalah keluarga saya dengan istri,
tapi pertama kali pas ikut sidang, ternyata kami di minta untuk membuat
surat pernyataan bahwasanya kami harus mengikuti proses mediasi, yang
dimana proses tersebut kata hakimnya saya dan istri disuruh
mempertimbangkan kembali agar perceraiannya dibatalkan, dan disana
nanti akan ada yang menjadi mediator.59

Menurut Ibu Sri Maryati juga tidak jauh beda dengan pendapat
Bapak Sucipto yang mengatakan :

Setau saya ketika saya kesini ya sidang untuk cerai, tapi ketika
sampai disini malah disuruh untuk damai dan membuat surat peryataan
bahwa saya dan suami harus mengikuti proses mediasi, yang kata pak
hakim itu sudah ada aturanya, apabila saya dan suami saya tidak
mengikuti maka sidangnya tidak akan dilanjutkan.60

Menurut Karmin selaku hakim Pengadilan Agama Jember:

Para pihak ketika mereka datang ke pengadilan, mereka menganggap
bahwasanya pengadilan ini adalah tempat untuk bercerai. Padahal
didalam Pengadilan ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap perkara
perdata harus ada upaya perdamaian seperti yang tertuang dalam
HIR/Rbg.  Jadi masyarakat itu tidak tahu kalau ada aturan yang seperti
itu, makanya mereka sulit disuruh mengikuti mediasi, karena mereka
ngertinya, “pokok aku mrene yo ate cerai” (Pokok saya kesini ya mau
cerai).61

Sama halnya yang disampaikan oleh Irwanto dari Desa Suko

Kecamatan Jelbuk, menurutnya :

Sebelum saya datang ke Pengadilan Agama Jember, saat itu saya
tidak tahu ada aturan yang ternyata ketika sidang disuruh mediasi terlebih
dahulu, bahkan kata mediasi itu asing buat saya, lalu di jelaskan oleh
hakim bahwa mediasi itu adalah musyawarah untuk bisa damai kembali

59 Sucipto, wawancara,Jember, 04 April 2017.
60 Sri Maryati, wawancara, Jember, 04 April 2017.
61 Karmin, wawancara, Jember, 07 Januari 2017.
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dengan istri saya, dan menurut saya pengadilan benar-benar menyuruh
saya untuk melakukan hal tersebut walaupun sebenarnya saya tidak
mau.62

Sama halnya yang disampaikan oleh Projo dari Desa Jati Mulyo

Kecamatan Jenggawah menurutnya :

Saya ini datang ke pengadilan ingin menceraikan istri saya, tapi
sesampainya di pengadilan ternyata ada sebuah aturan yang dimana disitu
saya harus melakukan mediasi, kata hakim saya bersama istri saya harus
melakukan proses mediasi terlebih dahulu karena ini sudah aturan yang
wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mau cerai di Pengadilan
Agama.63

Maka jika di lihat dari pandangan diatas menunjukkan bahwa

aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu

Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi belum sepenuhnya

diketahui oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat menganggap

peraturan tersebut hanya menghambat jalanya proses perceraian mereka.

Oleh karena itu budaya masyarakat yang menganggap bahwa Pengadilan

adalah salah satu jalan keluar untuk memecahkan sengketa pernikahan

yang dimana cerai merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu

gugat, bahkan tidak bisa dihalang-halangi dengan aturan atau ketentuan

apapun meskipun itu sifatnya mengikat.

Penerapan sistem mediasi merupakan hal yang sangat membatu

hakim dalam menyelesaikan perkara dengan jalan damai, namun

demikian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, Perma No.1 Tahun

2016 Tentang prosedur mediasi oleh masyarakat dianggap sebagai

62 Irwanto, wawancara,Jember, 04 April 2017.
63 Projo, wawancara, Jember, 04 April 2017.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

57

penghambat mereka untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan. Maka

dari itu di Pengadilan Agama Jember pelaksanaan mediasi hanyalah

dijadikan sebagai formalitas yang harus dilaksanakan, karena peraturan

tersebut sudah diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yaitu setiap

sidang pertama di wajibkan untuk melaksanakan upaya perdamaian.

2. Problematika Penerapan Sistem Mediasi dalam penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama Jember

Perkara perceraian merupakan salah satu masalah yang sangat rumit

untuk diselesaiakan dengan baik-baik, sehingga dapat dikatakan bahwa

perkawinan antara pasangan suami dan istri telah pecah membuat proses

mediasi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan untuk bisa mencapai

tingkat keberhasilan, dari sinilah menurut peneliti perlu kiranya dicari

sumber-sumber yang menjadi penghambat berjalanya proses atau

pelaksanaan perdamaian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama

Jember.

Bagian ini mengacu pada setiap permasalahan yang terjadi di

Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui pada proses pelaksanaan di

lapangan tentang hambatan atau problem dalam setiap upaya perdamaian

yang dilakukan oleh hakim, mediator dan para pihak. Dalam hal ini Ibu

Dwi Wahyu Susilawati berpendapat bahwa :

Di Pengadilan Agama Jember, kalau pelaksanaanya sudah
dilakukan, tapi   pelaksanaanya untuk yang benar-benar sesuai dengan
Perma belum semuanya dilakukan dikarenakan banyak faktor yang
melatarbelakangi kegagalan mediasi itu sendiri. Sekarang kalau kita
bicara tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jember saya rasa
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belum maksimal. Jadi pada intinya, PA Jember telah melaksanakan apa
yang telah di amanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2016, namun
pelaksanaanya kurang maksimal.64

Sedangkan menurut Zainullah Selaku hakim hakim Pengadilan

Agama Jember mengatakan bahwa :

Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama jember menurut
saya sudah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016, tapi hanya saja masih
belum tuntas dan maksimal dikarenakan banyak faktor yang menjadi
latar belakang gagalnya mediasi kepada kedua pihak principal. Dengan
demikian, peraturan ini sebenarnya mewajibkan untuk para pihak untuk
melaksanakan proses mediasi, namun proses tersebut mengalami kendala
sehingga prosesnya tidak maksimal.65

Dari hasil tersebut memang sudang jelas bahwasanya penerapan

Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi sudah dilaksanakan

dengan semaksimal mungkin, namun demikian yang terjadi di

Pengadilan Agama Jember ada beberapa masalah yang menjadi sebuah

hambatan dalam upaya mediasi tersebut, sehingga penerapanya kurang

begitu maksimal. Oleh karena itu menurut Siddiki Selaku hakim

Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa:

Banyak sekali faktor yang melatar belakangi gagalnya proses
mediasi. salah satunya yaitu tentang persepsi masyarakat. Mereka datang
ke Pengadilan Agama Jember dari rumah itu niatnya saja sudah salah
kaprah “saya kesini mau beli surat” jadi bukannya ingin menyelesaikan
polemik rumah tangga mereka yaitu ingin berdamai atau mengambil
jalan tengah terhadap masalah yang terjadi pada mereka.

Ketika proses sidang pertama kami sudah mengarahkan kepada
mereka untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, namun yaitu
tadi mungkin karena niat mereka sudah begitu jadi sulit bagi mediator
untuk mendamaikan mereka.66

64 Dwi Wahyu Susilawati, wawancara, Jember, 05 Januari 2017.
65 Zainullah, wawancara, Jember, 05 Januari 2017
66 Siddiki, wawancara, Jember, 06 Januari 2017.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

59

Menyangkut hal tersebut Agus Widodo selaku Mediator Pengadilan

Agama Jember berpendapat bahwa :

Kalau yang saya alami selama saya jadi mediator. Untuk kendala
yang membuat mediasi tidak berhasil itu ada 3 faktor. Yaitu, 1) antusias
para pihak yang tidak mau melakukan mediasi, 2) tidak mempunyai
iktikat baik dalam proses mediasi, 3) menganggap mediasi itu tidak
penting. Menurut saya itu yang menjadi kendala.67

Fasilitas merupakan salah satu penunjang dimana pada setiap

intansi harus memilikinya, demikian pula dengan fasilitas yang

menunjang proses pelaksanaan upaya perdamaian yang dilaksanakan di

Pengadilan, hal tersebut adalah sebuah ketentuan yang bisa membuat

jalanya upaya perdamaian bisa terorganisir dengan baik, karena dalam

Pasal 2 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Ketentuan

mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini

berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan

peradilan umum maupun peradilan agama. Oleh karenanya Akhmad

Marjuki Berpendapat selaku Mediator Pengadilan Agama Jember bahwa

:

Pada intinya mediasi merupakan proses perdamaian yang
membutuhkan suasana yang tenang dan tanpa gangguan apapun yang
bisa menghambat jalanya proses mediasi dengan baik. Tapi yang terjadi
disini diluar standart ruangan mediasi pada umumnya. Di Pengadilan
Agama Jember ruangan mediasi terletak bersebelahan dengan pintu
masuk yang dimana orang ramai keluar masuk dan bisingnya suara
speaker yang di buat untuk memanggil para pihak yang melakukan
sidang membuat tingkat keberhasilan dalam proses mediasi sangatlah
terganggu.

67 Agus Widodo, wawancara, Jember, 07 Januari 2017.
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Disini ruanganya sangatlah sempit, sehingga tingkat kenyamanan
juga perlu dipertimbangkan ketika melakukan di ruangan yang tidak
begitu luas, juga untuk pendingin ruangan yang kurang memadai
sehingga ruangan terasa panas, apabila para pihak masuk keruangan
sudah dipastikan bahwa hati mereka sedang panas karena permasalahan
yang telah terjadi di keluarga mereka di tambah lagi ruangan yang panas,
ini menjadi salah satu faktor yang mengganggu jalanya mediasi dengan
baik.68

Dari pandangan diatas, muncul sebuah dampak yang ditimbulkan

dari fasilitas yang kurang memadai dan representatif tersebut, yang

menjadikan para pihak tidak bisa leluasa untuk mengungkapkan isi

pikiran dan hatinya, karena malu didengar orang lain. sebab mediasi

membutuhkan suasana yang sunyi, dikarenakan mediasi merupakan

wujud dari musyawarah mufakat yang di dalamnya akan ada perundingan

serta pencarian titik temu dari permasalahan yang terjadi oleh para pihak.

Pada dasarnya perkara perceraian merupakan salah satu perkara

yang tidak bisa disamakan dengan sengketa kewarisan ataupun sengketa

barang, sekali lagi perceraian adalah urusan hati dan masyarakat kita

mengangap sebagai aib kalau masalah mereka didengar oleh orang lain,

apalagi yang tidak berkepentingan. Maka dampak dari kurangnya

fasilitas yang memadai, akan mengakibatkan tidak berhasilnya upaya

perdamaian yang dilakukan di Pengadilan.

Dalam mewujudkan tingkat keberhasilan upaya perdamaian yang

dilakukan di Pengadilan Agama Jember, maka seorang tokoh yang

berperan penting yang menjadi pihak ketiga sangat dibutuhkan untuk

68 Ahmad Marjuki, wawancara, Jember, 09 Januari 2017.
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menjadi juru damai yaitu seorang mediator. Menurut ungkapan Riskiyah

Hasanah selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

Kegigihan mediator dalam merealisasikan keberhasilan mediasi dan
kemampuan atau skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi
itu sangat penting. Pada dasarnya perkara yang masuk ke Pengadilan
Agama Jember rata-rata adalah gugatan yang dilakukan oleh istri, dalam
hal ini mediator kurang begitu jeli dalam mendamaikan para pihak yang
bersengketa, seharusnya mediator juga melihat dari berbagai aspek yang
di permasalahkan yang timbul dalam konflik rumah tangga para pihak,
agar semua permasalahan jelas titik temunya.

Khusus perkara perceraian, membutuhkan ketelatenan, kesabaran
dan perhatian khusus dari seorang mediator dalam mendampingi para
pihak agar keduanya bisa menyelesaikan persoalannya secara damai
melalui mediasi. Apalagi perkara perceraian ini menduduki jumlah paling
tinggi di Pengadilan Agama Jember bahkan di seluruh Indonesia.69

Hasil pandangan diatas, perkara perceraian membutuhkan

ketelatenan, kesabaran dan perhatian khusus dari seorang mediator dalam

mendampingi para pihak agar keduanya bisa menyelesaikan

persoalannya secara damai melalui mediasi. Apalagi perkara perceraian

ini menduduki jumlah paling tinggi di Pengadilan Agama Jember. Jadi

peran mediator sangatlah penting sekali dalam mendamaikan pihak yang

berperkara, untuk itu di butuhkan suatu kemampuan untuk bisa

membawa suasana agar terciptanya kondusifitas perdamaian.

Pada persidangan yang pertama para pihak wajib menghadiri secara

langsung, lalu hakim menganjurkan proses mediasi terlebih dahulu,

sehingga pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa

hukum, hal ini merupakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perma No.1 Tahun

2016 yang disebutkan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara

69 Riskiyah Hasanah, wawancara, Jember, 10 Januari 2017.
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langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa

hukum. Oleh karena itu posisi advokat menurut Luthfi Helmi selaku

Mediator Pengadilan Agama Jember adalah :

Dengan adanya kuasa hukum yang sudah diberi kuasa oleh para
pihak untuk mendampingi atau bahkan menggantikan para pihak yang
bersengketa untuk melakukan persidangan, juga dalam hal proses
mediasi, tidak jarang para pihak melibatkan Advokat untuk mendampingi
mereka, disinilah letak perdamaian yang sulit dilaksanakan karena
seorang Advokat membantu bagaimana caranya perkara ini cepat selesai
dan proses perceraian berhasil, disini Advokat lebih cenderung
melakukan doktrin pada kliennya untuk tidak menyepakati proses
mediasi.70

Menurut M. Munir Achmad selaku mediator Pengadilan Agama

Jember :

Dalam sebuah proses mediasi itu dibutuhkan sikap yang saling
mendukung terhadap proses perdamaian, namun dengan adanya seorang
Advokat yang disini mendampingi para pihak sebagai kuasa hukum,
maka mereka akan mengarahkan proses perdamaian tersebut segera
diselesaikan dan di lanjutkan ke proses persidangan. Disinilah salah satu
hambatan yang menjadi faktor tidak berhasilnya proses mediasi.71

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, seorang advokat

yang seharusnya bisa membantu para pihak untuk bisa melakukan upaya

perdamaian, namun diluar sepengetahuan bahwa setiap advokat

mempunyai pemikiran tersendiri dalam hal pemberian kuasa pada para

pihak yang menempuh mediasi. Ketika advokat yang menghadiri proses

mediasi maka mediatorpun tidak bisa mendamaikan secara langsung

dengan pihak yang bersangkutan, karena para pihak lebih cenderung

70 Luthfi Helmi, wawancara, Jember, 06 Februari 2017.
71Munir Achmad, wawancara, Jember, 07 Februari 2017.
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pasrah kepada seorang advokat, di samping itu penghasilan seorang

advokat adalah dari sukses tidaknya usaha mereka untuk bisa

menyelesaikan sidang perceraian klien yang di tanganinya.

Perkara perceraian memanglah sulit untuk dilaksanakan upaya

perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, begitupun

dengan di keluarkanya Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur

mediasi oleh Mahkamah Agung yang mengatur upaya perdamaian secara

prosedural dan rinci, tapi belum menunjukkan tingkat keberhasilanya

secara maksimal sehingga di Pengadilan Agama Jember timbul problem-

problem yang melatarbelakangi gagalnya mediasi, yakni: 1). Aspek para

pihak, 2). Aspek fasilitas, 3). Aspek mediator, 4). Aspek advokat. Oleh

karena itu menurut peneliti perlu kiranya di kaji ulang tentang Peraturan

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi.

3. Dampak Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan

Agama Jember

Alternatif penyelesaian perkara merupakan wujud keseriusan

Mahkamah Agung untuk menekan perkara yang masuk pada pengadilan

tingkat pertama, dalam hal ini penyelesaian sengketa perceraian secara

umum oleh masyarakat dilakukan di Pengadilan Agama bagi masyarakat

yang beragama Islam. Upaya perdamaian yang diamanatkan oleh HIR

dan Rbg, yang sifatnya belum ada kejelasan tentang tatacata untuk

melangsungkan perdamaian, maka Mahkamah Agung dengan ini

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
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Tentang prosedur mediasi yang didalamnya termuat peraturan-peraturan

teknis untuk melaksanakan mediasi.

Pada hakikatnya masyarakat menganggap bahwa penyelesaian

perkara sengketa yang terjadi di keluarga mereka yang di bawa ke

Pengadilan Agama merupakan sudah pada tingkat final. Jadi secara

empiris penyelesaian perkara perceraian dengan menggunakan upaya

damai sangat kecil kemungkinananya untuk mencapai pada tingkat

keberhasilan, karena para pihak menganggap bahwa perceraian yang di

lakukan di Pengadilan Agama merupakan sebagai jalan yang terbaik.

Menurut Zainuri selaku Hakim Pengadilan Agama Jember :

Dari tahun 2016 perkara perceraian yang masuk sangatlah banyak,
jadi untuk penekanan perkara yang diharapkan bisa maksimal dengan
adanya Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tenyata belum
bisa, oleh karenanya di tahun 2016 yang masuk dalam daftar perkara
yang dimediasi sangatlah sedikit, sehingga perkara perceraian dirasa
sangat sulit untuk dipertemukan di jalur perdamaian, karena selain ada
faktor penghambat, dari mereka yang mengajukan saja sudah tidak ada
niatan untuk damai, bahkan niatnya ingin cerai dan terbebas dari
pernikahan yang sebelumnya.72

Dengan demikian Kamarudin selaku Hakim Pengadilan Agama

Jember juga memiliki pandangan bahwa :

Rusaknya hati yang menyebabkan seseorang untuk memutuskan
hubungan suami istri merupakan hal yang sangat lumrah di Pengadilan
Agama, oleh karenanya rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan
Agama Jember adalah perkara gugatan seorang istri kepada suaminya
yang menuntut hak-haknya sebagai istri, disinilah konflik hati itu
muncul. Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 di harapkan bisa meminimalisir bahkan bisa menekan
perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama dengan jalur
Perdamaian, namun dengan munculnya peraturan bahkan metode apapun,
jika yang di selesaikan adalah perkara perkara perceraian maka akan
sangat sulit untuk mengendalikanya, karena ini bukan perkara sengketa
barang, tapi melainkan sengketa hati yang sedang terluka.73

72 Zainuri, wawancara, Jember, 18 Januari 2017.
73 Kamarudin, wawancara, Jember, 18 Januari 2017.
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Dari hasil pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa

setiap peraturan yang ada biarpun itu sudah diterapkan dan sesuai dengan

Perma No.1 Tahun 2016, jika permasalahan yang diselesaikan adalah

sengketa perceraian maka akan sulit untuk mencapai pada tingkat

keberhasilan, karena perceraian merupakan permasalahan yang timbul

dari hati yang terluka, dan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi

timbulnya sebuah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu

peraturan Mahkamah Agung di keluarkan agar dapat menyelesaikan

perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum bisa terwujud

secara maksimal.

Dari hasil dan juga data yang peneliti dapat dari Tamaji selaku

Panitera Muda Hukum bahwa perkara yang masuk selama 2016 adalah di

dominasi perkara perceraian, bahkan setiap tahunya untuk Pengadilan

Agama Jember perkara yang masuk paling banyak yakni sengketa

perceraian. Untuk itu peneliti menyajikan data sengketa perceraian yang

masuk selama tahun 2016 :

1.1 Tabel perkara perceraian yang masuk selama tahun 2016

NO Bulan Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah

1. Januari 297 94 -

2. Februari 362 147 -

3. Maret 374 155 -

4. April 286 146 -

5. Mei 336 136 -
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6. Juni 361 147 -

7. Juli 108 50 -

8. Agustus 391 121 -

9. September 355 159 -

10. Oktober 433 173 -

11. November 453 163 -

12. Desember 276 119 -

JUMLAH 4032 1610 5642

Sumber data : Panitera Muda Hukum74

Dari data diatas Anwar selaku Hakim Pengadilan Agama Jember

berpendapat bahwa :

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama yang
mencapai peringkat keempat di Jawa Timur sebagai Pengadilan yang
menerima perkara sengketa perceraian terbesar setelah kota Surabaya,
menempati peringkat pertama yang menerima perkara sengketa
perceraian terbanyak adalah Malang dan disusul di peringkat kedua yaitu
Banyuwangi. Melihat perkara yang sebanyak itu, maka pastilah banyak
yang menjadi korban dari terjadinya perceraian, disinilah dampak yang
terjadi ketika proses gagalnya mediasi karena banyak problem yang
mempengaruhi proses perdamaian.75

Dari hasil data diatas dapat di ketahui selama 2016 perkara cerai

gugat yang masuk 4032, perkara cerai talak yang masuk 1610, dan

Jumlah semua perkara perceraian sejumlah 5642. Selama 2016 saja

sudah sekian banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember,

belum perkara lain yakni tentang Waris, Isbat Nikah, Dispensasi dan lain

sebagainya. Jadi untuk tingkat efektifitas mediasipun menurut peneliti

sangat perlu di diukur sampai seberapa tingkat pelaksanaan dan

kesuksesan dalam menjalankan peraturan tersebut dengan adanya Perma

74 Tamaji, wawancara, Jember, 07 Februari 2017.
75 Anwar, wawancara, Jember, 16 Januari 2017.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

67

No.1 Tahun 2016 yakni pengganti Perma yang lama yang keluar pada

tahun 2008.

Semua problem ini bermuara pada tingkat keberhasilan dan

kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Jember yang ditunjukkan

dengan perolehan angka keberhasilan mediasi. oleh karenanya peneliti

mewawancarai sekaligus meminta data jumlah perkara yang masuk di

mediasi kepada sekretaris mediasi :

1.2 Tabel perkara yang masuk di Mediasi selama tahun 2016

No Bulan
Jumlah

Perkara Masuk
Berhasil

Tidak

Berhasil

1. Januari 48 2 46

2. Februari 45 3 42

3. Maret 59 2 57

4. April 37 1 36

5. Mei 37 - 37

6. Juni 40 - 40

7. Juli 20 - 20

8. Agustus 60 2 58

9. September 56 1 55

10. Oktober 46 - 46

11. November 59 - 59

12. Desember 36 - 36

Jumlah 543 11 532

Sumber : Sekretaris Mediator.76

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan

keberhasilan tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi,

yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan

76 Sekretaris Mediator di Pengadilan Agama Jember adalah seseorang yang membantu Mediator
untuk mengurus segala macam administrasi yang diperlukan oleh Mediator.
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adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak

dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi

untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta

meminimalisir tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa.

Jadi dalam hal keberhasilan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah

maksimal. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum maksimal.

Prosedur atau peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung

mutlak harus di kerjakan oleh badan lembaga Peradilan yang berada di

bawah naungan Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya

menyangkut penerapan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur

mediasi di Pengadilan Agama Jember menurut A. Mukhsin selaku Hakim

Pengadilan Agama Jember adalah :

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan
yaitu harta bawaan dan harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta
bersama sering menimbulkan masalah, karena semua harta yang semula
dinikmati bersama-sama ketika mereka masih rukun tersebut, namun
ketika sudah mulai ada keretakan atau ada masalah di dalam rumah
tangganya maka masing-masing pihak mengklaim mempunyai andil
dalam mendapatkanya. Disinilah pemicu yang sangat sulit untuk
didamaikan, sehingga mempengaruhi proses penyelesaian sengketa
dengan cepat dan biaya ringan sangat sulit untuk diterapkan di
pengadilan, dan sebuah peraturan yang berlaku dianggap sebagai
formalitas belaka.77

Dalam pendapat dan data diatas, dalam mewujudkan penyelesaian

sengketa perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember yang

77 Mukhsin, wawancara, Jember, 18 Januari 2017.
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sederhana, cepat, dan biaya ringan masih di ambang angan-angan saja,

jika di lihat dari segi keberhasilan Maka dari itu perkara perceraian yang

masuk pada tahun 2016 ada 5642 dan sedikitnya yang menempuh proses

mediasi hanya 532 dan yang berhasil di mediasi Cuma 11 perkara,

sehingga peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya sebagai formalitas

belaka untuk memenuhi kewajiban Pengadilan, sehingga dampaknya

terhadap tingkat keberhasilan dalam perkara sengketa perceraian

sangatlah kecil dan  dirasa belum memenuhi standart maksimal.

Wujud dari keseriusan Mahkamah Agung dalam membuat sebuah

peraturan yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa yakni

dengan keluarnya Perma No.1 Tahun 2016 dirasa belum pada tingkat

kesuksesan, menurut peneliti perlu adanya sinergi bersama untuk

mewujudkan sebuah jalinan runtutan komunikasi agar sebuah peraturan

yang di keluarkan bisa maksimal dan di mengerti oleh seluruh

masyarakat pencari solusi penyelesaian sengketa khususnya sengketa

perceraian yang ada di Pengadilan Agama.
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C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Sistem Mediasi dalam Perma No.1 tahun 2016 di

Pengadilan Agama Jember

Prosedur mediasi bukanlah suatu ketentuan baru di Pengadilan

Agama Jember, mediasi telah dilaksanakan setelah adanya Perma No.1

Tahun 2008. Tetapi pelaksanaanya tentang prosedur mediasi di

Pengadilan Agama Jember belum maksimal.78 Setelah adanya revisi

menjadi Perma No.1 Tahun 2016 terbit tanggal 04 Februari 2016 yang

akan dilaksanakan, mengharap prosedur mediasi di Pengadilan Agama

Jember lebih optimal lagi.

Sebelum peraturan- peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah

Agung tentang mediasi di buat, terlebih dulu Mahkamah Agung

mengeluarkan Surat edaran tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat

pertama menerapkan lembaga damai. Yaitu salah satu hasil RAKEMAS

Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 sampai 27 september 2001

Yogyakarta lalu adalah pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama dalam

menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana

ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg., dan pasal-pasal lainya

dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132

HIR/Pasal 156 RBg.79 Hasil RAKEMAS tersebut juga merupakan

78 Dwi Wahyu Susilawati, wawancara, Jember, 05 Januari 2017.
79 Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kearah pembaruan hukum acara perdata dalam SEMA & PERMA,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.
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penjabaran rekomendasi sidang tahunan MPR tahun 2000, Agar

Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

Pada Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 18 menyebutkan

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.80

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negaratertinggi dari badan

peradilan yang berada didalam keempt lingkungan peradilan tersebut.

Tujuan dari pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah

sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 Undang-Undangan No. 5 Tahun

2004 Tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah

Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mediasi dilakukan sebagai tahap

awal proses persidangan, dimana hakim mediator akan memproses sebuah

perkara setelah sebelumnya diberitahukan oleh Ketua Majelis.81

Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu

berhasil dan tidak berhasil.

Dari data yang peneliti dapat, di simpulkan bahwasanya penerapan

Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, selama kurun waktu

satu tahun menunjukkan bahwasanya mediasi yang dilakukan di dalam

80 Yan Sopyan, Sistem peradilan di Indonesia, (Jember: t.p., 2015), 21.
81 Undang-Undangan No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
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Pengadilan Agama Jember belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan

dengan baik. Menurut penjelasan pasal 38 Perma No.1 Tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada saat Peraturan Mahkamah

Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. Berdasarkan   penjelasan   peraturan   tersebut   dapat   dipahami

bahwa pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 mulai diterapkan  sebagai

acuan dalam proses beracara mediasi di Pengadilan Agama.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan

untuk menempuh proses  mediasi, hakim yang menangani perkara tersebut

harus benar-benar mewajibkan proses mediasi, dan membuat surat

pernyataan bahwasanya menyetujui proses mediasi terlebih dahulu yang

sesuai dengan aturan dalam Perma No.1 Tahun 2016 sebelum perkara

disidangkan.82 Hal ini sesuai dengan pasal 3  ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun

2016 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal

154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adapun mengenai jangka waktu mediasi yang diterapkan di

Pengadilan Agama Jember rata-rata hanya sekali atau satu kali mediasi

dengan batas waktu yang ditetapkan Perma No.1 tahun 2016 ialah 30 hari

kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Maka disini Peneliti

melihat ketidak seimbangan batas waktu mediasi yang ada di Pengadilan

82 Karmin, wawancara, Jember, 06 Januari 2017.
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Agama Jember dengan ketentuan Perma  ini  dalam melaksanakan proses

mediasi, tetapi disini Peneliti dapat memahami bahwa batas waktu yang

ditetapkan Perma untuk memediasi selama 30 hari kerja apabila dengan

satu kali mediasi sudah cukup mengetahui para pihak tidak memungkinkan

lagi untuk bisa didamaikan. Maka dengan hanya satu kali itu mediasi bisa

dilaksanakan, namun perkara ini untuk perceraian lain dengan waris yang

membutuhkan mediasi berkali-kali.

Dalam hal mediator yang berperan sebagai fasilitator, pengadilan

Agama Jember selama ini menggunakan mediator Non hakim untuk

membantu menyelesaikan sengketa para pihak, karena rata-rata hakim

Pengadilan Agama Jember belum mempunyai sertifikat mediator.83

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang

penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal

tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-

orang yang benar-benar memiliki ketrampilan komunikasi dan teknik-

teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus

dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi

orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh

Mahkamah Agung yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah

Agung.

Di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 Perma No.1 Tahun 2016

menjelaskan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang lulus

83 Karmin, wawancara, Jember, 06 Januari 2017.
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dalam sertifikasi mediator, bagi hakim yang tidak bersertifikat dapat

menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat

keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Namun di Pengadilan Agama

Jember semua Hakim tidak mempunyai sertifikat mediator, dan untuk

kewenangan Mediasi sepenuhnya ditangani oleh Mediator yang

bersertifikat. Selanjutnya, mengenai pihak yang tidak beritikad baik maka

putusan mediasi dianggap tidak berhasil sedangkan jika ditinjau dari

Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pihak yang tidak

beritikad baik maka mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dikenai akibat

hukum yang berupa pembebanan pembayaran biaya mediasi.

Dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama

Jember belum menerapkan peraturan adanya sanksi pembebanan biaya

mediasi kepada tergugat yang tidak beriktikat baik, karena menurutnya

setiap perkara masuk sudah pasti ada penggugat, dan yang wajib

membayar seluruh proses biaya perkara selama jalanya persidangan adalah

orang yang mengajukan perkara ke Pengadilan yaitu Penggugat.84 Padahal

di dalam pasal 23 ayat 6 menyebutkan bahwa Dalam perkara perceraian di

lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara

dibebankan kepada penggugat.

Melihat hal ini menurut peneliti ada sesuatu yang dikhawatirkan

sehingga dapat berdampak terhadap proses beracara mediasi dengan belum

84 Zainullah, wawancara, Jember, 07 Januari 2017.
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menerapkan secara keseluruhan isi Perma No.1 Tahun 2016,  selama

masih  belum ada petunjuk pelaksanaan yang lebih kongkrit dari

Mahkamah Agung untuk bisa memaksimalkan tingkat efektifitas PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ini.

2. Problematika Penerapan Sistem Mediasi dalam penyelesaian perkara

di Pengadilan Agama Jember

Menurut Wirjono Prodjokoro (Mantan ketua Mahkamah Agung),

Hukum acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat

cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan

dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk

melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum perdata. Serta

penerapan asas-asas hukum acara perdata yang dikaitkan dengan dasar

ataupun asas-asas peradilan dan pedoman bagi lingkungan peradilan

umum, peradilan Agama, Peradilan militer, dan peradilan tata usaha

negara, dimana ketentuan tentang hal ini diatur dalam UU No.14 Tahun

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.85 Selain

itu juga asas-asas hukum perdata yang didasarkan atas HIR/RBg.

Penerapan Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah

termaktub dalam Perma tersebut, namun ada beberapa aspek yang

menghambat jalanya proses mediasi yang dilakukan, yakni antusias para

85 Taufik Makarao, Pokok-pokok hukum acara perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 5-6.
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pihak, tidak punya iktikat baik, menganggap mediasi tidak penting,

ruangan mediasi, dan faktor mediator. Hal tersebut merupakan beberapa

faktor problem yang menghambat proses mediasi, dan disini peneliti

menarik kesimpulan dari hasil wawancara bahwasanya ada beberapa

aspek, yaitu:

1) Aspek Para Pihak

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama

Jember adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan

ke Pengadilan Agama Jember oleh pasangan suami isteri, telah

diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang

melatarbelakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara

langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan

keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.86 Dengan gambaran

seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan Agama

Jember pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang

masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa

perkawinan antara pasangan suami dan istri telah pecah.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak

dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi,

kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak

tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan

kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu

86 Agus Widodo, wawancara, Jember, 07 Januari 2017.
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sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan

kesimpulan bercerai merupakan final.

Tidak adanya iktikat baik para pihak juga menjadi kendala

yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, dimana setiap perkara

yang masuk pada sidang pertama hakim mendamaikanya terlebih

dulu, jika belum bisa damai para pihak di mintak untuk menanda

tangani konsep kesepakatan damai yang selanjutnya di limpahkan ke

mediator untuk didamaikan, apabila salah satu pihak tidak hadir

sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk

menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak

beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik

adalah Pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat

diterima oleh Hakim pemeriksa perkara. Konsep ini sebagaimana

tertuang dalam Perma No.1 tahun 2016 pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan mediasi

sangatlah tinggi, karena para pihak maupun masyarakat luas banyak

yang tidak mengetahui hakekat dilakukanya mediasi, sehingga para

pihak enggan di proses melalui mediasi, mereka menganggap ketika

mereka datang ke Pengadilan adalah untuk bercerai bukan untuk

berdamai. Pemikiran yang seperti inilah yang perlu di kasih arahan

ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memaknai dengan

baik setiap proses dan prosedur yang berlaku.

2) Aspek Fasilitas
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Pada hakikatnya mediasi merupakan proses perdamaian yang

membutuhkan suasana yang tenang dan tanpa gangguan apapun yang

bisa menghambat jalanya proses mediasi dengan baik. Namun yang

terjadi di Pengadilan Agama Jember ruangan mediasi yang terletak

bersebelahan dengan pintu masuk yang dimana orang ramai keluar

masuk dan bisingnya suara speaker yang di buat untuk memanggil

para pihak yang melakukan sidang membuat tingkat keefektifan dalam

proses mediasi sangatlah terganggu.87

Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Jember sangatlah

sempit, sehingga tingkat kenyamanan juga perlu dipertimbangkan

ketika melakukan di ruangan yang tidak begitu luas, juga untuk

pendingin ruangan yang kurang memadai sehingga ruangan terasa

panas, apabila para pihak masuk keruangan sudah dipastikan bahwa

hati mereka sedang panas karena permasalahan yang telah terjadi di

keluarga mereka di tambah lagi ruangan yang panas, ini menjadi salah

satu faktor yang mengganggu jalanya mediasi dengan baik.

Dampak yang ditimbulkan dari fasilitas yang kurang memadai

dan representatif tersebut, menjadikan para pihak tidak bisa leluasa

untuk mengungkapkan isi pikiran dan hatinya, karena malu didengar

orang lain. Padahal urusan perceraian sekali lagi adalah urusan hati

dan masyarakat kita mengangap sebagai aib kalau masalah mereka

didengar oleh orang lain, apalagi yang tidak berkepentingan.

87 Ahmad Marjuki, wawancara, Jember, 09 Januari 2017.
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3) Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat di

identifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan

keberhasilan mediasi dan kemampuan atau skill dan penguasaan

mediator terhadap teknik mediasi. Pada dasarnya perkara yang masuk

ke Pengadilan Agama Jember rata-rata adalah gugatan yang dilakukan

oleh istri, dalam hal ini mediator kurang begitu jeli dalam

mendamaikan para pihak yang bersengketa, seharusnya mediator juga

melihat dari berbagai aspek yang di permasalahkan yang timbul dalam

konflik rumah tangga para pihak, agar semua permasalahan jelas titik

temunya.88

Khusus perkara perceraian, membutuhkan ketelatenan,

kesabaran dan perhatian khusus dari seorang mediator dalam

mendampingi para pihak agar keduanya bisa menyelesaikan

persoalannya secara damai melalui mediasi. Apalagi perkara

perceraian ini menduduki jumlah paling tinggi di Pengadilan Agama

Jember bahkan di seluruh Indonesia. Meskipun Perma telah

memberikan rentang waktu selama 30 hari kerja ditambah dengan 30

hari apabila diperlukan. Akan tetapi dalam realitasnya proses mediasi

perkara perceraian hanya dilaksanakan paling lama 2 minggu bahkan

1 atau 2 kali pertemuan saja.

4) Aspek Advokat

88 Riskiyah Hasanah, wawancara, Jember, 10 Januari 2017.
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Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi

dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan

sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam

pertemuan mediasi berdasarkan  surat  keterangan dokter, di bawah

pengampuan mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di

luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau

pekerjaan yang tidak dapatditinggalkan.

Dengan adanya kuasa hukum yang sudah diberi kuasa oleh para

pihak untuk mendampingi atau bahkan menggantikan para pihak yang

bersengketa untuk melakukan persidangan, juga dalam hal proses

mediasi, tidak jarang para pihak melibatkan Advokat untuk

mendampingi mereka, disinilah letak perdamaian yang sulit

dilaksanakan karena seorang Advokat membantu bagaimana caranya

perkara ini cepat selesai dan proses perceraian berhasil, disini Advokat

lebih cenderung melakukan doktrin pada klienya untuk tidak

menyepakati proses mediasi.89 maka disinilah letak problem yang ada

sehingga menghambat jalanya proses mediasi.

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (Advokat) adalah

memberikan Legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka

menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan

(beracara di Pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela

89 Luthfi Helmi, wawancara, Jember, 6 Februari 2017.
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kepentingan klienya.90 Di lihat dari tugasnya, seorang advokat

seharusnya membantu penyelesaian konflik yang terjadi pada klienya,

namun yang terjadi di Pengadilan Agama Jember adalah sebaliknya.

Jadi salah satu yang menjadi gagalnya proses mediasi di Pengadilan

Agama Jember adalah keterlibatan seorang Advokat.

Dari segi problematika yang terjadi pada proses mediasi di

Pengadilan Agama Jember, menurut peneliti perlu kiranya ada sebuah

aturan yang lebih konkrit dan lebih jelas agar setiap pelaksanaan

perdamaian atau yang sering disebut mediasi ini bisa menjadi sebuah

alternatif penyelesaian perkara yang lebih maksimal dan bisa menekan

angka perceraian serta menumpuknya perkara di Pengadilan Agama

Jember yang notabenenya Pengadilan Klas 1A.

3. Dampak Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan

Agama Jember

Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa,

mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang

mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini

terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi

sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang

mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai. Namun dengan

banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jember selama satu

90 Suhrawardi K. Lubis, Etika profesi hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 28.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

82

tahun di tahun 2016 sehingga menimbulkan suatu penyelesaian yang sulit

di damaikan.

Dalam mewujudkan asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan,  yakni

acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit

dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan

dalam beracara di muka Pengadilan, terlalu banyak formalitas yang sukar

difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus) sehingga

memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, menjadi makin baik.

kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan

atau ketakutan untuk beracara dimuka Pengadilan.91 Maka cepatnya

jalanya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan

kepercayaan masyarakat dengan ditentukanya biaya ringan agar

masyarakat mudah mengakses.

Rusaknya hati yang menyebabkan seseorang untuk memutuskan

hubungan suami istri merupakan hal yang sangat lumrah di Pengadilan

Agama, oleh karenanya rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Jember adalah perkara gugatan seorang istri kepada suaminya yang

menuntut hak-haknya sebagai istri, disinilah konflik hati itu muncul.

Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di

harapkan bisa meminimalisir bahkan bisa menekan perkara perceraian

yang masuk di Pengadilan Agama dengan jalur Perdamaian, namun

dengan munculnya peraturan bahkan metode apapun, jika yang di

91 Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 27.
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selesaikan adalah perkara perkara perceraian maka akan sangat sulit untuk

mengendalikanya, karena ini bukan perkara sengketa barang, tapi

melainkan sengketa hati yang sedang terluka.92

Secara teori mungkin masih benar pandangan bahwa dalam negara

hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berperan

sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala pelanggaran hukum

dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih tetap relevan

sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan

keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang

berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan(to enforce the

truth and justice).93 Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan

mendesain peradilan yang lebih efektif dan efisien telah dikemukakan,

tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil.

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka

mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang

berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya

dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam

lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka

menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan

kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan

92 Kamarudin, wawancara, Jember, 06 Januari 2017.
93 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, pembuktian, dan putusan
pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 229.
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kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam

kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati

satu sama lain.94

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting

dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang

konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam

kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain

tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan

kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena

perceraian atau karena kematian.

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama yang

mencapai peringkat ketiga di Jawa Timur sebagai Pengadilan yang

menerima perkara sengketa perceraian terbesar, menempati peringkat

pertama yang menerima perkara sengketa perceraian terbanyak adalah

Malang dan disusul di peringkat kedua yaitu Banyuwangi.95 Melihat

perkara yang sebanyak itu, maka pastilah banyak yang menjadi korban dari

terjadinya perceraian, disinilah peneliti ingin menyajikan tingkat

keberhasilan pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur

mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

Apabila terjadi perceraian maka ikatan pernikahan menjadi putus,

dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan tersebut. Jika ada

94 Kamarudin, wawancara, Jember, 18 Januari 2017.
95 Anwar, wawancara, Jember, 16 Januari 2017.
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perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian

tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan

yaitu harta bawaan dan harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta

bersama menimbulkan masalah, karena semua menganggap harta tersebut

tetap dikuasai dan masing-masing pihak mengklaim mempunyai andil

dalam mendapatkanya.96 Maka disinilah letak masalah dalam perceraian

yang timbul akibat gagalnya suatu pernikahan, lalu prosedur mediasi

sangat diperlukan dikarenakan masalah harta ini sangatlah mudah menuai

perdebatan Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian,

penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan

kepatutan.

Dilihat dari tabel mediasi di tahun 2016 dapat di tarik kesimpulan

bahwasanya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember

tingkat keberhasilanya sangatlah minim di karenakan ada beberapa aspek

yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, di samping itu

Pengadilan Agama Jember juga menerapkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan sesuai apa yang

diamanatkan oleh peraturan tersebut, namun dengan banyaknya perkara

yang masuk sehingga peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya sebagai

formalitas belaka untuk memenuhi kewajiban Pengadilan.

Kegagalan mediasi ini sangatlah berdampak terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul setelah terjadinya ketukan palu hakim yang

96 Mukhsin, wawancara, Jember, 18 Januari 2017.
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memutuskan sebuah perkara gugatan perceraian. Oleh karena itu setiap

peraturan yang ada biarpun itu sudah diterapkan dan sesuai, jika

permasalahan yang diselesaikan adalah sengketa perceraian, karena

perceraian merupakan permasalahan yang timbul dari hati yang terluka.

Maka dari itu perkara perceraian yang masuk pada tahun 2016 ada 5642

dan sedikitnya yang menempuh proses mediasi hanya 532 dan yang

berhasil di mediasi Cuma 11 perkara, sehingga menurut peneliti peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentan prosedur mediasi tersebut

hanya sebagai formalitas belaka untuk memenuhi kewajiban Pengadilan,

sehingga dampak terhadap tingkat keberhasilan dalam perkara sengketa

perceraian sangatlah kecil dan  dirasa belum memenuhi standart maksimal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan prosedur mediasi,

Menurut penjelasan pasal 38 Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur

mediasi di pengadilan, bahwa pada saat Peraturan Mahkamah  Agung ini

mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan   penjelasan   peraturan   tersebut maka Pengadilan Agama

Jember telah melaksanakan prosedur yang telah di tetapkan oleh

Mahkamah Agung sebagai acuan untuk prosedur mediasi.

2. Bahwa Pengadilan Agama Jember sudah melaksanakan sistem tersebut

namun pelaksanaanya belum maksimal karena banyaknya aspek yang

mempengaruhi gagalnya mediasi diantaranya: 1). Aspek para pihak, 2).

Aspek fasilitas, 3). Aspek mediator, 4). Aspek advokat. Pengadilan

Agama Jember merupakan Pengadilan Agama yang mencapai peringkat

keempat di Jawa Timur sebagai Pengadilan yang menerima perkara

sengketa perceraian terbesar setelah kota Surabaya, menempati peringkat

pertama yang menerima perkara sengketa perceraian terbanyak adalah

Malang dan disusul di peringkat kedua yaitu Banyuwangi. dari perkara

yang sebanyak itu, maka pastilah problem yang terjadi ditengah

pelaksanaan prosedur mediasi dalam sengketa perceraian sangat tidak

maksimal.
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3. Bahwa Pengadilan Agama Jember menerapkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan sesuai apa

yang diamanatkan oleh peraturan tersebut, akan tetapi mediasi yang

dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember tidak maksimal di

karenakan ada beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat

keberhasilan mediasi, di samping itu dengan banyaknya perkara yang

masuk pada tahun 2016 dan sedikitnya yang menempuh proses mediasi

sehingga peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya sebagai

formalitas belaka untuk memenuhi kewajiban Pengadilan, sehingga

dampak terhadap tingkat keberhasilan dalam perkara sengketa

perceraian sangatlah kecil dan dirasa belum memenuhi standart

maksimal.

B. Saran-saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh

beberapa pihak yakni sebagai berikut:

a. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang

membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan

(selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pebinaan

kepada calon pasangan yang ingin menikah secara intensif. Hal ini
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dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta

kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang

disebabkan ketidakpastian saat mereka  menjalani  kehidupan  rumah

tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

b. Hendaknya Mahkamah Agung bisa bersinergi bersama pihak-pihak

yang bisa membantu dalam mewujudkan peraturan yang bisa di

jamah dan di ketahui masyarakat luas, lalu Mahkamah Agung segera

mengeluarkan PERMA terbaru tentang prosedur mediasi yang lebih

jelas kewenanganya terhadap sengketa perceraian, yang dimana

mediasi harus di tingkatkan keberhasilanya sehingga penekanan

kasus sengketa perceraian di setiap Pengadilan Agama bisa di

minimalisir. Dan untuk wilayah yurisdiksi mediasi itu dilaksanakan

sangat perlu pertimbangan dengan dilakukanya mediasi didalam

pengadilan Agama sangat tidak bisa kondusif, maka menurut peneliti

mediasi harus dilakukan di luar pengadilan sehingga penekanan

perkara perceraian bisa lebih terkendali, seperti halnya Arbitrase

yang dilakukan di luar Pengadilan yang sudah diatur dalam Undang-

undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Perkara, di dalamnya penyelesaian perkara secara

damai di lakukan di luar Pengadilan.

c. Hendaknya Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja

mediator yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja

mediator secara rutin. Keberhasilan mediasi tentu didukung pula
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oleh kinerja mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan

belajar secara berkala dalam menangani suatu masalah sehingga

mampu secara kualitas dalam menyelesaikan perkara secara damai

dengan mewujudkan sistem yang baik yang telah diatur dalam Perma

terkait dengan prosedur mediasi.
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MOTTO

               
          

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Annisa’:
35)
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PERSEMBAHAN

Teruntuk Yang Maha Kuasa dan Maha membentuk segala akal pikiran

manusia sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Tuhan bagi sekalian

alam. Dan kepada Junjungan kita yang telah membawa umat manusia dari zaman

yang penuh dengan kebodohan menuju zaman keemasan sehingga seluruh umat

bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan yang begitu luas dirasakan oleh

umat manusia di dunia, dan yang selalu kita nantikan syafa’atnya kelak di yaumil

kiyamah, yani Rosulillah Muhammad SAW.

Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahim dan senantiasa mengharap rahmat

dan ridho Allah SWT, persembahan ini untuk:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, yang tak pernah lelah mencurahkan seluruh

kasih sayang dan do’anya yang mengiringi setiap langkah kakiku, dalam

mewujudkan cita-cita dan mimpiku. Semoga selalu membawa berkah

kepada seluruh anak-anaknya.

2. Untuk adikku atas dukungan dan kasih sayangnya.

3. Untuk Guru-guruku dan Dosen-dosenku, dengan penuh hormat

kusampaikan terimaksih atas ilmu yang telah diberikan, yang manfaatnya

tak pernah terhapus oleh waktu. Semoga barokahnya selalu mengalir di

kehidupanku.

4. Untuk teman-temanku, Al Ahwal Al Syakhsiyyah kelas H1, teman-teman

sekolah, kusampaikan terimakasih atas waktu yang kita habiskan bersama-

sama baik suka maupun duka.
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KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat allah SWT, karna atas rahmat dan karunianya kepada

peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan sekripsi ini yang

berjudul: “PENERAPAN MEDIASI BERDASARKAN PERMA NO. 1

TAHUN 2016 TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA JEMBER”. Dan semoga selalu dalam lindungan-

Nya. Sholawat Serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rosulillah

Muhammad Saw. Yang selalu kita nantikan syafa’atnya di akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan serta

penyusunan sekripsi ini masih banyak kekurangan  akan tetapi berkat masukan

dan saran dari beberapa pihak akhirnya sekripsi ini dapat terselesaikan. Ucapat

terimakasih peneliti sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah

memberikan bantuan serta dukunganya mulai awal hingga akhir antara lain :

1. Prof. Dr. H. Babun suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.

2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah

3. Muhaimin., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam

4. Inayatul Annisa, S.Ag, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Al-akhwal Al-

syakhsiyyah

5. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing Dalam Penulisan Skripsi

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang turut membantu

7. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama

Jember

8. Seluruh Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Jember

9. Keluarga Besar saya yang selalu menyupot  mulai awal hingga akhir
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Dan dengan bacaan Alkhamduliahirobbilalamin akhirnya penulis dengan

rasa Syukur kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberi

manfaat dan barokah bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada
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ABSTRAK
Ahmad Khoirun Nasikin, 2017: “Penerepan Mediasi dalam PERMA No.1
Tahun 2016 Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Jember”.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan
mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh
permasalahan yang disengketakan. Perceraian merupakan salah satu kasus
sengketa perdata yang ada di pengadilan agama Jember, dan pada tiga tahun
terakhir di Kabupaten jember terdapat kasus perceraian yang sudah di putuskan,
pada tahun 2013 angka perceraian di Jember mencapai 8.400 kasus. Dan selama
tahun 2014, angka perceraian di Kabupaten Jember mencapai 7.544  kasus. Angka
ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2015 yang
mencapai 6.108 perkara dan 2016 ada 5642 yang telah disidangkan, dan
sedikitnya 11 perkara yang berhasil di mediasi. Dengan berlakunya Perma No.1
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi peneliti ingin menyajikan sebuah capaian
keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jember.

Dengan data diatas maka peneliti ingin mengetahui penerapan mediasi
yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember, yakni peneliti merumuskan sebagai
berikut. 1) Bagaimana Pelaksanaan sistem mediasi dalam Perma No.1 tahun 2016
di Pengadilan Agama Jember?, 2) Bagaimana Problematika penerapan sistem
mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember?, 3) Bagaimana
dampak mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Jember?

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah mendiskripsikan sistematika
pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016, problem atau kendala yang di hadapi ketika
memediasi, dan dampak terhadap sengketa perceraian yang terjadi di Pengadilan
Agama Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) yang menggunakan pendekatan studi kasus(case study) yaitu suatu
penelitian dengan melihat kejadian dan fakta yang sebenarnya yang terjadi di
Pengadilan Agama Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis data kualitatif berupa pengumpulan data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Pengadilan Agama Jember telah
melaksanakan sistem mediasi yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016. 2).
Banyak kendala atau problem yang menghambat proses mediasi yakni, aspek para
pihak, aspek fasilitas, aspek mediator, dan aspek advokat. 3). Pengadilan Agama
Jember dalam pelaksanaan mediasi belum efektif sehingga tingkat keberhasilan
mediasi dalam perkara sengketa perceraian sangatlah kecil dan belum maksimal.
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MATRIK PENELITIAN

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber data Metode Penelitian Fokus Penelitian
Penerapan

mediasi

berdasarkan

Perma No.1

Tahun 2016

terhadap

Sengketa

perceraian di

Pengadilan

Agama Jember

1. Penerapan

Peraturan

Mahkamah

Agung No. 1

Tahun 2016.

2. Sengketa

Perceraian

1. Sistem Perma

No. 1 tahun

2016

2. Problematika

penerapan

sistem mediasi

3. Dampak

mediasi

terhadap

sengketa

perceraian

a) Sistem
mediasi

a. Aspek

Pihak

b. Aspek

Fasilitas

c. Aspek

Mediator

d. Aspek

Advokat

a) Penerapan

b) Tingkat

keberhasila

n

c) Penggunaan

mediasi

1. Data Primer
Sumber data
yang diambil
dari Perma
dan
Perunndang
Undangan.

2. Data
Sekunder
Sumber data
yang diambil
dari sumber-
sumber
terkait
dengan
Konsep
Mediasi
seperti buku-
buku, artikel,
jurnal dan
juga dari
wawancara
serta
dokumentasi

1. Jenis peneltian

hukum yuridis

empiris

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitik

empiri

3. Pendekatan

Penelitian

Pendekatan Kasus

4. Metode

Pengumpulan data

studi lapang

5. Metode analisis

data analisis

deskriptif

1. Bagaimana
Pelaksanaan
sistem mediasi
dalam Perma
No.1 tahun 2016
di Pengadilan
Agama Jember?

2. Bagaimana
Problematika
penerapan sistem
mediasi dalam
penyelesaian
perkara di
Pengadilan
Agama Jember?

3. Bagaimana
dampak mediasi
terhadap
sengketa
perceraian di
Pengadilan
Agama Jember?
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KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 JANUARI - - - - - 164 377 - 1 - - - - 1 - - - - - 25 - 11 4 - 3 - - - - 8 3 597

2 PEBRUARI - - - - - 157 324 2 - - - - - 2 - - - - - 125 - 6 4 - - - 1 - - 1 7 629

3 MARET 1 - - - - 173 340 1 - - - - - 3 - - - - - 23 - 6 3 - 2 - 1 - - 1 7 561

4 APRIL - - - - - 124 309 1 - - - - - 6 - - - - - 125 - 9 1 - - - 1 - - 1 6 583

5 M E I 1 - - - - 150 354 2 - - - - - 2 - - - - - 254 - 12 2 - 3 - 1 - - 3 3 787

6 J U N I - - - - - 92 226 1 4 - - - - 4 - - - - - 10 - 5 1 - 1 - - - - 2 6 352

7 J U L I - - - - - 119 358 - 1 - - 1 - 4 - - - - - 10 - 2 1 - - - - - - 1 4 501

8 AGUSTUS 2 - - - - 177 426 - - - - - - 3 - - - - - 185 - 8 4 - 1 - - - - 1 5 812

9 SEPTEMBER 1 - - - - 156 381 - 1 - - 1 - 4 - - - - - 382 - 4 1 - 2 - - - - 2 4 939

10 OKTOBER 1 - - - - 142 387 - 2 - - - - 6 - - - - - 221 - 2 3 - 3 - - - - 4 8 779

11 NOPEMBER 1 - - 2 - 181 413 - - - - - - 2 - - - - - 27 - 10 5 - 3 - - - - 8 18 670

12 DESEMBER 1 - - - - 108 253 2 - - - 2 - - - - - - - 143 - 4 - - 2 - - - - - 10 525
8 - - 2 - 1.743 4.148 9 9 - - 4 - 37 - - - - - 1.530 - 79 29 - 20 - 4 - - 32 81 7.735

7735

Mengetahui : Jember, 30 Desember 2016
Ketua Pengadilan Agama Jember Plt. Panitera

Drs. H. A. Imron AR, S. H., M. H. Kholid Darmawan, S. H.

TABEL:  I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2016

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jenis Perkara

Bulan
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Mengetahui : Jember, 30 Desember 2016
Ketua Plt. Panitera

( Drs. H. A. Imron AR, S. H., M. H. ) ( Kholid Darmawan, S.H. )

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2016
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Nama : AHMAD KHOIRUN NASIKIN

NIM : 083 131 035
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Prodi : Al Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali

pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Mei 2016

AHMAD KHOIRUN NASIKIN
NIM. 083 131 035
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SURAT KETERANGAN
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NIM : 083131035

Semester : VIII (Delapan)
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